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ABSTRAK 

PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DAN KOMITMEN 

ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN 

BARANG DAN JASA DENGAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING  PADA UNIT KERJA PENGADAAN 

BARANG/JASA (UKPBJ) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 

 

Oleh 

 

Marisa Triana Mazta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi e-Procurement 

dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa 

dengan Good Governance sebagai variabel intervening pada Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 

para pelaku pengadaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan Structural 

Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap penerapan Good Governance. Sistem pengadaan 

berbasis elektronik terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas, serta pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga memperkuat tata 

kelola. Selain itu, tingginya komitmen organisasi yang tercermin melalui komitmen 

afektif, normatif, dan berkelanjutan mendorong perilaku profesional, berintegritas, 

dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya memperkuat praktik Good 

Governance. Selanjutnya, implementasi e-Procurement, Good Governance, dan 

komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. E-

Procurement secara langsung menekan peluang terjadinya kecurangan melalui 

peningkatan transparansi dan jejak audit, sementara Good Governance berperan 

dalam mempersempit ruang terjadinya fraud melalui sistem pengendalian dan 

pertanggungjawaban yang efektif. Lebih lanjut, Good Governance terbukti 

memediasi pengaruh implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi 

terhadap pencegahan fraud, yang mengindikasikan bahwa upaya pencegahan 

kecurangan akan lebih optimal apabila didukung oleh tata kelola yang baik sebagai 

penghubung antara sistem, perilaku, dan integritas pelaku pengadaan. 

 

Kata kunci: e-procurement; komitmen organisasi; good governance; pencegahan 

fraud; pengadaan barang dan jasa sektor publik 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

THE EFFECT OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE PREVENTION OF 

PROCUREMENT FRAUD WITH GOOD GOVERNANCE AS AN 

INTERVENING VARIABLE AT THE GOODS/SERVICES 

PROCUREMENT WORK UNIT (UKPBJ) OF THE MINISTRY OF 

INDUSTRY 

 

By 

 

Marisa Triana Mazta 

 

This study aims to analyze the effect of e-procurement implementation and 

organizational commitment on the prevention of goods and services procurement 

fraud, with good governance as an intervening variable at the Goods and Services 

Procurement Work Unit (UKPBJ) of the Ministry of Industry. This research 

employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires 

distributed to procurement practitioners, and the data are analyzed using Structural 

Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that e-

procurement implementation and organizational commitment have a positive effect 

on the implementation of good governance. The electronic procurement system 

enhances transparency, accountability, effectiveness, and supervision, thereby 

strengthening procurement governance. In addition, high organizational 

commitment reflected in affective, normative, and continuance commitment, 

encourages professional, ethical, and compliant behavior, which further supports 

good governance practices. Furthermore, e-procurement implementation, good 

governance, and organizational commitment are proven to have a positive effect on 

fraud prevention. Good governance also mediates the relationship between e-

procurement implementation and organizational commitment and fraud prevention, 

indicating that fraud prevention efforts are more effective when supported by strong 

governance linking systems, behavior, and integrity in public procurement. 

 

Keywords: e-procurement; organizational commitment; good governance; fraud 

prevention; public procurement 
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MOTTO 

 

“Do not grieve, indeed Allah is with us” 

(QS. At Taubah: 40) 

 

“The difference between stupidity and genius is that the 

genius has its limit” 

(Albert Einstein) 

 

“There are going to be people along the way who try to 

undercut your success. But if you just focus on the work and 

not the noise, you will get where you’re going” 

(Taylor Swift) 

 

“Allah tidak menciptakan sesuatu lebih kuat dari doa, bahkan 

dia membuatnya lebih kuat dari takdirnya.” 

(Anonymous) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencegahan fraud merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks administrasi publik 

modern, praktik kecurangan (fraud) bukan sekedar persoalan individu, melainkan 

gejala sistematik yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan 

dalam birokrasi. Fraud dalam sektor publik sering muncul dalam berbagai bentuk 

penyalahgunaan anggaran, mark-up harga, gratifikasi, atau manipulasi dokumen 

dalam proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menimbulkan kerugian 

negara, menurunkan efisiensi pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).  

 

Albrecht et al. (2019) menyatakan bahwa fraud merupakan tindakan ilegal yang 

dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 

melalui manipulasi informasi, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran sistem.  

Salah satu bentuk fraud yang paling umum di sektor publik dan swasta adalah 

korupsi, yang mencakup penyuapan, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Korupsi 

bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan subkategori dari 

occupational fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang 

memiliki posisi kepercayaan dalam suatu organisasi.  

 

Fraud sendiri didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang ditandai dengan 

penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu (The Institute of Internal Auditors, 

2017; Ghazali et al., 2014). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan tindak pidana 

korupsi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penggelapan, pemerasan, 

perbuatan curang, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. 
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Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, bentuk yang paling sering terjadi 

adalah mark-up harga, pengaturan tender, kolusi antar-pihak, hingga manipulasi 

dokumen kontrak (Aguilar et al., 2000). 

 

Secara teoritis, perilaku fraud dapat dijelaskan dengan Fraud Triangle Theory 

yang dikemukakan Cressey (1953), yaitu adanya tekanan (pressure), peluang 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Wolfe & Hermanson (2004) 

kemudian menyempurnakannya menjadi  Fraud Diamond Theory dengan 

menambahkan faktor kapabilitas (capability). Dalam konteks pengadaan publik, 

tekanan muncul karena target kinerja dan kebutuhan pribadi, peluang terbuka 

karena lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi berkembang akibat budaya 

permisif, dan kapabilitas dimiliki oleh pejabat berwenang yang memahami celah 

sistem (Rustiarini et al., 2019).  

 

Sejumlah penelitian menemukan bahwa  fraud dalam pengadaan erat kaitannya 

dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan kurangnya kesadaran individu 

terhadap risiko fraud. Ariyanto & Bone (2020) menegaskan bahwa penipuan 

kerap terjadi di pemerintahan daerah Indonesia karena rendahnya kesadaran  fraud 

dan lemahnya sistem pengendalian. Hal senada disampaikan Gunawan (2019) 

yang menyebutkan bahwa banyaknya kasus korupsi di pemerintahan Indonesia 

merupakan bukti buruknya praktik Good Governance, terutama pada aspek 

kepatuhan terhadap peraturan.  

 

Fenomena fraud atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor 

publik masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2020), bentuk  fraud yang 

paling dominan adalah korupsi, yang mencakup 64,4% dari total kasus 

kecurangan yang terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa  fraud dalam pengadaan 

bukanlah sekedar penyimpangan administratif, melainkan kejahatan sistematik 

yang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas 
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pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

(Lyra  et al., 2022; Owusu et al., 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pengadaan publik merupakan sektor yang rawan terhadap praktik fraud, kolusi, 

maupun penyalahgunaan wewenang (Auriol et al., 2016). Bentuk kecurangan 

dapat berupa pengaturan  kebutuhan yang direkayasa, penentuan pemenang tender 

yang telah diatur sebelumnya, penyuapan, hingga penagihan fiktif dalam 

implementasi kontrak (Wong  et al., 2024).  

 

Di Indonesia kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa telah mencapai 

1.586 kasus dari tahun 2016 hingga 2022, dengan total kerugian negara mencapai 

Rp. 19,5 triliun. Angka ini mencerminkan betapa besarnya dampak finansial dari 

praktik korupsi di sektor ini (ICW, 2024). Berikut tren korupsi dan tren kerugian 

negara vs uang pengganti selama lima tahun terakhir menurut laporan hasil 

pemantauan tren korupsi tahun 2023: 

 

Tabel 1. 1 Tren Korupsi Tahun 2019-2023 

Tahun Jumlah Kasus Korupsi Jumlah Tersangka 

2019 271 580 

2020 444 875 

2021 533 1.173 

2022 579 1.396 

2023 791 1.695 

Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2024/Data Diolah Penulis, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa tren korupsi mengalami peningkatan yang 

cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan terjadi 

sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ditemukan 791 kasus 

korupsi dengan 1.695 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Menurut ICW 

(2024), tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui 

penindakan yang dilakukan oleh aparatur hukumnya menjadi alasan mengapa tren 

korupsi selalu mengalami peningkatan.  
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Komisi Pemberantasan Korupsi (2025) menyatakan bahwa pengadaan barang dan 

jasa sebagai salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi berdasarkan 

hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. 

 

 

Tabel 1. 2 Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Berdasarkan Data SPI 2024 (%) 

 

Jenis Risiko Korupsi dalam PBJ Persentase (%) 

Penyalahgunaan PBJ di Kementerian/Lembaga (K/L) 97% 

Penyalahgunaan PBJ di Pemerintah Daerah (Pemda) 99% 

Pemilihan vendor sudah diatur 49% 

Kualitas barang tidak sesuai harga 56% 

Hasil pengadaan tidak bermanfaat 38% 

Tindakan nepotisme meningkat 71% 

Gratifikasi dari vendor ke pejabat 46% 

Pemenang vendor memiliki hubungan dekat dengan pejabat 9% 

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024/Data Diolah Penulis, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sebesar 97 hingga 99 persen korupsi 

terjadi pada penyalahgunaan PBJ di sektor publik, yakni Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah. KPK menyampaikan empat rekomendasi perbaikan 

Pengadaan Barang/Jasa dalam rapat koordinasi dengan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di antaranya adalah perbaikan sistem 

e-Katalog, verifikasi yang ketat atas legalitas hukum dan harga barang, percepatan 

sumber daya, dan pendampingan hukum oleh Aparat Penegak Hukum. Upaya 

perbaikan e-Katalog terus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam proses 

transaksi. Salah satunya dengan mengamati penyimpangan yang dilakukan 

penyedia selama tiga tahun terakhir. Ada empat hal yang sering dipakai penyedia 

jasa untuk mengelabui sistem dan user, yakni harga tidak wajar, informasi TKDN 

tidak sesuai, ketidaksesuaian kategori, dan terdapat barang PDN (Produk Dalam 

Negeri) sebagai substitusi (KPK, 2025). Kondisi ini menegaskan perlunya 
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reformasi dalam sistem pengadaan yang diharapkan dapat menekan ruang 

terjadinya fraud serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

 

Penerapan e-Procurement juga menjadi salah satu strategi penting dalam 

mencegah fraud di sektor pengadaan barang dan jasa. E-Procurement 

didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk mengotomatisasi 

proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman lelang, 

evaluasi penawaran, hingga penandatanganan kontrak (Masudin et al., 2021). 

Sistem ini bertujuan menciptakan transparansi, memperluas akses penyedia, serta 

mengurangi interaksi tatap muka yang selama ini menjadi celah utama terjadinya 

kolusi, suap, dan manipulasi dokumen (Auriol et al., 2016). 

 

Untuk memahami dinamika antara fraud, pengadaan publik, dan Good 

Governance, Agency Theory menjadi landasan konseptual yang relevan. Jensen & 

Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal 

(masyarakat/pemilik modal) memberikan mandat kepada agent 

(pemerintah/eksekutif) untuk melaksanakan tugas atas nama principal.  Namun, 

asimetri informasi dan perbedaan kepentingan dapat memunculkan agency 

problem, di mana agent lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada 

kepentingan principal (Cheung & Chung, 2022). Dalam konteks pengadaan 

barang/jasa, fraud sering kali terjadi karena agent memiliki akses lebih besar 

terhadap informasi dan proses pengadaan dibandingkan principal. Situasi ini 

memungkinkan terjadinya moral hazard, seperti kolusi, mark-up, atau 

penyalahgunaan kewenangan oleh agent/Pelaku Pengadaan yakni Kuasa 

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat 

Pengadaan, dan Penyedia yang dapat merugikan negara (Suardi et al., 2024). Oleh 

karena itu, pencegahan fraud perlu difokuskan pada upaya mengurangi agency 

problem melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. 
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Secara empiris, penelitian Mélon & Spruk (2019) menunjukkan bahwa penerapan 

e-Procurement berdampak positif terhadap peningkatan kualitas institusional 

dengan cara mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan transparansi. Temuan 

ini sejalan dengan Yusni (2021) yang menekankan bahwa e-Procurement mampu 

meminimalisir praktik fraud pengadaan barang/jasa pemerintah karena seluruh 

proses terekam secara digital sehingga memudahkan audit dan akuntabilitas. 

 

Di Indonesia, implementasi e-Procurement telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang 

kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi 

ini menegaskan bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) wajib 

digunakan untuk semua proses pengadaan, dengan tujuan mendorong 

keterbukaan, keadilan, serta efisiensi belanja pemerintah. Sejumlah studi empiris 

menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement berkontribusi positif terhadap 

efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kinerja organisasi (Masudin et al. 2021; 

Kim et al., 2015; Chang et al., 2013). Di sektor publik, e-Procurement terbukti 

membantu mewujudkan prinsip value for money, meningkatkan keterbukaan 

informasi, serta mengurangi discretionary power pejabat pengadaan yang 

seringkali menjadi sumber praktik rent-seeking (Waci et al., 2024; Elbahnasawy, 

2014). Lebih lanjut, penerapan sistem elektronik ini dinilai efektif mendorong 

transparansi harga, mempercepat proses, serta mengurangi biaya operasional 

(Susantya et al., 2022). 

 

Selain manfaat efisiensi, e-Procurement juga memiliki peran strategis dalam 

mencegah kecurangan (fraud) di sektor pengadaan. Silalahi et al. (2023) 

mengemukakan bahwa digitalisasi proses pengadaan memperkuat sistem 

pengendalian internal dan mempersempit peluang terjadinya fraud pada setiap 

tahapan, dan dapat menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme secara 

signifikan (Ilham et al., 2017; Rustiarini et al., 2019). Penelitian Mu’ah et al. 

(2023) bahkan menemukan bahwa e-Procurement berperan signifikan dalam 
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menekan peluang terjadinya fraud, khususnya melalui mekanisme transparansi 

informasi tender dan pengawasan digital.  

 

Selaras dengan perkembangan tersebut, penelitian internasional juga 

menggarisbawahi pentingnya e-Procurement dalam mencegah fraud. Wong et al. 

(2024) menekankan bahwa sistem digitalisasi pengadaan publik memungkinkan 

pemerintah meningkatkan integritas melalui keterbukaan data dan pengurangan 

human discretion. Hal serupa diungkap oleh Lyra et al. (2022), yang menyatakan 

bahwa pemanfaatan data-driven procurement mendorong pencegahan kolusi serta 

pengawasan berbasis bukti. 

 

Namun, efektivitas e-Procurement tidak sepenuhnya tanpa kendala. Masudin et 

al. (2021) mencatat bahwa keberhasilan implementasi e-Procurement sangat 

bergantung pada faktor organisasi, seperti komitmen pimpinan, kesiapan 

infrastruktur teknologi, serta literasi digital pengguna. Tanpa adanya komitmen 

organisasi dan kesadaran integritas, e-Procurement justru berpotensi menjadi 

formalitas administratif yang tidak benar-benar mencegah fraud (Herawaty & 

Hernando, 2020). Zahra et al. (2024) juga mengungkapkan bahwa meskipun e-

Procurement telah diimplementasikan, kasus korupsi pengadaan tetap terjadi, 

khususnya yang dipicu oleh faktor keserakahan, tekanan kebutuhan finansial, 

serta lemahnya integritas kepemimpinan dalam proses evaluasi penawaran.  

 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keterikatan emosional, loyalitas, serta 

kesediaan individu untuk bekerja sesuai tujuan organisasi (Meyer & Allen, 1977; 

Jameel et al., 2024). Pegawai dengan komitmen tinggi cenderung menjaga 

integritas, patuh terhadap aturan, dan lebih kecil kemungkinannya untuk 

melakukan fraud (Kurniawan, 2013; Dwiyanti et al., 2022). Komitmen ini terbagi 

menjadi tiga dimensi, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif (Meyer 

& Allen, 1991; Tett & Meyer, 1993). 
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Berbagai penelitian menegaskan bahwa komitmen organisasi memainkan peran 

penting dalam memperkuat tata kelola organisasi yang baik (Ningsih et al., 2024; 

Patar et al., 2024). Dengan kata lain, meskipun e-Procurement sebagai instrumen 

teknis mampu mengurangi peluang fraud, keberhasilannya sangat bergantung 

pada adanya komitmen organisasi yang kuat dari para pelaksana/pelaku 

pengadaan. Hal ini didukung oleh penelitian (Artantri, 2016; Yusni, 2021), yang 

menjelaskan bahwa e-Procurement berpengaruh signifikan terhadap fraud, namun 

efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor non-teknis, seperti budaya organisasi dan 

komitmen pegawai (Salim, 2016). 

 

Komitmen organisasi dapat dipahami sebagai bentuk loyalitas dan rasa memiliki 

yang tertanam dalam diri setiap anggota, yang mendorong terciptanya integritas 

serta pencapaian tujuan bersama. Dengan adanya komitmen, individu dalam 

organisasi terdorong untuk memikul tanggung jawab atas peran masing-masing 

(Sanjani & Werastuti, 2021). Tanggung jawab yang dijalankan dengan baik 

menjadi indikator kuatnya komitmen organisasi, sehingga mampu menekan 

kemungkinan terjadinya praktik kecurangan.  

 

Selain itu, aspek moralitas individu juga berperan penting dalam mengurangi 

risiko kecurangan. Moralitas merupakan nilai atau karakter seseorang yang 

menentukan kecenderungan bertindak baik maupun buruk (Saputra et al., 2020). 

Individu dengan moralitas yang baik cenderung menghindari perilaku tidak etis, 

sehingga berkontribusi pada menurunnya peluang terjadinya kecurangan. Temuan 

ini didukung oleh penelitian Saputra et al. (2020) serta Anandya & Werastuti 

(2020) yang membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong pegawai untuk 

menjunjung nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga dapat 

mencegah terjadinya fraud dalam setiap tahapan pengadaan, baik pada tahap 

perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan. 
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Salah satu tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (Good Governance) adalah fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi 

dan praktik curang dalam pengadaan publik tidak hanya merugikan keuangan 

negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

menghambat inovasi, serta menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, 

lingkungan, dan ekonomi (Kang et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip-

prinsip Good Governance menjadi krusial dalam mencegah dan menekan fraud.  

 

Konsep Good Governance sendiri menekankan adanya kesetaraan dan kolaborasi 

antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (Adiana & Yasa, 2018; Maharani & Hamzah, 2008). Prinsip-prinsip 

Good Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, 

independensi, dan kewajaran merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang bersih (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).  

Dengan adanya keterlibatan publik dalam proses pengadaan, pengawasan dapat 

berjalan lebih efektif sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Good 

Governance dipandang sebagai landasan fundamental dalam mencegah fraud. 

 

Sejumlah studi empiris (Arens et al., 2017; Dewata et al., 2022; Rohmatin et al., 

2021) membuktikan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam 

mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Suardi et al. (2024), menjelaskan 

bahwa tata kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan 

bahwa semakin kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah 

pula peluang terjadinya kecurangan. Prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, seperti efisiensi, efektif, transparansi, keterbukaan, 

kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas, merupakan pilar utama yang mendukung 

terciptanya sistem pengadaan yang bebas dari fraud. 
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Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya konsisten. Herawaty & Hernando 

(2020), misalnya, menemukan bahwa Good Governance tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud di Pemerintah Kota Jambi, sehingga menimbulkan 

perdebatan mengenai peran sebenarnya dari tata kelola dalam mencegah 

kecurangan. Maharani & Hamzah (2008) juga menegaskan bahwa Good 

Governance hanya dapat terwujud jika ada transparansi, partisipasi, keadilan, dan 

akuntabilitas, sehingga segala bentuk aktivitas publik dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Peran komitmen organisasi sendiri demi terwujudnya Good Governance adalah 

bahwa komitmen mencerminkan loyalitas, rasa memiliki, serta tanggung jawab 

individu dalam organisasi untuk menjaga integritas, mematuhi aturan, dan 

mencapai tujuan bersama (Sanjani & Werastuti, 2021). Tingkat komitmen yang 

tinggi akan mendorong setiap anggota organisasi untuk bertindak konsisten 

dengan nilai etika dan profesionalisme, yang pada akhirnya memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini sejalan dengan 

Good Governance Theory yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, 

serta kepatuhan terhadap regulasi agar tercipta proses pengadaan yang efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel (Suardi et al., 2024). Dengan adanya komitmen 

organisasi, implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan optimal karena 

setiap individu memiliki kesadaran untuk menjaga keadilan dan mencegah 

penyimpangan. 

 

Lebih lanjut, komitmen organisasi berhubungan erat dengan budaya etis di 

lingkungan kerja. Budaya organisasi yang menjunjung nilai moralitas individu 

mampu membentuk perilaku yang selaras dengan prinsip Good Governance, yaitu 

partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab (Saputra et al., 2020). 
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Implementasi e-Procurement menjadi strategi utama pemerintah untuk 

meminimalisir fraud melalui digitalisasi proses, keterbukaan informasi, dan 

pengurangan interaksi tatap muka (Miswar et al., 2022; Masudin et al., 2021). 

Dari perspektif teori agensi, e-Procurement mengurangi asimetri informasi dan 

mendorong aparatur bertindak sesuai kepentingan masyarakat, sejalan dengan 

Fraud Triangle Theory yang menekankan pengendalian faktor “opportunity” 

(Suardi et al., 2024; Albrecht et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa Good 

Governance berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh e-

Procurement dan komitmen organisasi terhadap kinerja dan pencegahan fraud, 

dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan (Maharani & 

Hamzah, 2008; Wahidahwati et al., 2024; Suardi et al., 2024; Mélon & Spruk, 

2019; Mu’ah et al., 2023; Jameel et al., 2024; Rojikin et al., 2022). Temuan di 

tingkat desa juga mendukung hal ini, di mana komitmen organisasi meningkatkan 

praktik tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik (Oktari & Afifah, 2023; 

Suzuki & Hur, 2020). Dalam pengadaan barang/jasa, fraud masih menjadi 

ancaman serius, tetapi komitmen organisasi dan e-Procurement yang dijalankan 

melalui prinsip Good Governance dapat memperkuat pengawasan, menutup celah 

penyalahgunaan wewenang, dan menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas 

(Patar et al., 2024; Rifai & Mardijuwono, 2020; Dwiyanti et al., 2022; Lyra et al., 

2022). Dengan demikian, Good Governance berfungsi sebagai instrumen strategis 

yang menjembatani kombinasi digitalisasi dan komitmen organisasi untuk 

menekan perilaku curang di sektor publik. 

 

Melihat urgensi pencegahan fraud melalui sinergi implementasi e-Procurement, 

komitmen organisasi, dan penerapan Good Governance, penelitian ini 

memfokuskan kajian pada Kementerian Perindustrian. Pemilihan objek ini 

didasarkan pada fakta bahwa Kementerian Perindustrian merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan e-Procurement dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, 
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dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta meminimalisir 

potensi terjadinya kecurangan (fraud). Namun demikian, fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa meskipun e-Procurement telah dijalankan, praktik 

penyimpangan dan tindak korupsi masih ditemukan di lingkungan Kemenperin 

(Kemenperin, 2024; Mahkamah Agung, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan sistem digital belum sepenuhnya efektif dalam menghapus potensi 

terjadinya fraud apabila tidak diimbangi dengan pengawasan internal dan 

integritas aparatur yang kuat. Berikut kasus fraud dan korupsi pada Kementerian 

Perindustrian yang telah terpublikasi di tahun 2024-2025. 

 

Tabel 1. 3 Kasus Fraud dan Korupsi di Kementerian Perindustrian 

No Tahun Kasus/ 

Bentuk 

Fraud 

Pelaku/ 

Pihak 

Terlibat 

Kronologi 

Singkat 

Dampak/ 

Kerugian 

1 2024 Penipuan 

menggunakan 

Surat 

Perintah 

Kerja (SPK) 

fiktif yang 

mencatut 

nama pejabat 

Kemenperin 

Pejabat 

Pembuat 

Komitmen 

(PPK) 

berinisial LHS 

dan oknum 

eksternal 

(mengatasnam

akan pejabat 

Kemenperin) 

Pelaku (PPK) di 

Direktorat 

Industri Kimia 

Hilir dan 

Farmasi 

Kemenperin, 

yang berinisial 

LHS bersama 

okum lainnya 

menerbitkan 

Surat Perintah 

Kerja (SPK) 

palsu yang 

mencantumkan 

tanda tangan 

pejabat 

Kemenperin 

untuk menipu 

pihak ketiga. 

Kemenperin 

mengonfirmasi 

Mencoreng 

reputasi 

institusi dan 

menimbulkan 

potensi 

kerugian bagi 

masyarakat 

dan mitra 

usaha sekitar 

Rp. 80 miliar.  
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bahwa dokumen 

tersebut palsu 

dan bukan 

diterbitkan oleh 

instansi resmi. 

 

2 2025 Korupsi 

Pengadaan 

Alat Uji 

Masker N95 

di Balai 

Besar Tekstil 

Bandung 

(BBT 

Kemenperin) 

Ferry 

Guswandhi 

(PPK BBT 

Kemenperin), 

Wibowo Dwi 

Harto (Kepala 

BBT), 

Bambang 

Setiyadi 

(Direktur PT 

Duo Alsakhi 

Putri) 

Pengadaan alat 

laboratorium 

unutk pengujian 

masker N95 

tahun 2020 

menggunakan 

dana BNPB 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi 

COVID-19 

senilai Rp. 11,2 

miliar. Dalam 

pelaksanaannya, 

terdapat mark-

up harga dan 

penyimpangan 

prosedur 

pengadaan yang 

melibatkan 

pihak internal 

dan rekanan 

(penyedia).  

Kerugian 

keuangan 

negara dan 

pelanggaran 

prinsip 

transparansi 

serta 

akuntabilitas 

pengadaan 

publik. 

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2024; Mahkamah Agung, 2025/Data Diolah 

Penulis, 2025 

 

Berdasarkan dua kasus pada tabel 1.3 tersebut mengindikasikan bahwa fraud dan 

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin masih menjadi 

tantangan serius, meskipun sistem elektronik sudah diterapkan. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa faktor manusia dan budaya organisasi tetap berperan 

penting dalam efektivitas sistem pencegahan fraud. Lemahnya komitmen 
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organisasi terhadap penerapan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta belum 

optimalnya penerapan prinsip Good Governance, seperti transparansi, efektivitas 

pengawasan, dan tanggung jawab, menjadi penyebab utama masih terjadinya 

kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana 

sistem e-Procurement berjalan secara teknis, tetapi juga mengeksplorasi 

bagaimana komitmen organisasi dan penerapan Good Governance berperan dalam 

memperkuat efektivitas sistem tersebut dalam mencegah fraud. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem integritas 

dan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga 

tujuan utama pencegahan fraud benar-benar dapat tercapai. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adanya gap empiris antara 

beberapa hasil penelitian terdahulu serta keterbaharuan ide penelitian, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi e-

Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Good Governance Sebagai Variabel 

Intervening Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian 

Perindustrian”. Penelitian ini difokuskan pada seluruh Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sebagai Pejabat Pengadaan (PP) 

pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian 

Perindustrian, yang secara umum menunjukkan tingkat integritas dan kapabilitas 

pengawasan yang masih perlu ditingkatkan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pengendalian internal, 

meningkatkan efektivitas penerapan Good Governance, serta merumuskan 

kebijakan strategis yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan akurasi 

dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjadi referensi bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah, khususnya bagi Kementerian Perindustrian dalam memperkuat integritas 

organisasi dan mencegah fraud melalui pemanfaatan teknologi digital serta 



15 
 

 

penguatan nilai-nilai komitmen organisasi sehingga akan memberikan kontribusi 

dalam mendukung pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Kementerian 

Perindustrian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara 

teoritis dalam memperkaya literatur terkait e-Procurement, komitmen organisasi, 

fraud, dan Good Governance, tetapi juga bisa memiliki implikasi praktis yang 

signifikan bagi tata kelola sektor publik di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah implementasi e-Procurement berpengaruh terhadap Good 

Governance? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap Good Governance? 

3. Apakah implementasi e-Procurement berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian? 

4. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian? 

6. Apakah Good Governance memediasi pengaruh implementasi e-Procurement 

terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ 

Kementerian Perindustrian? 

7. Apakah Good Governance memediasi pengaruh komitmen organisasi 

terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ 

Kementerian Perindustrian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh implementasi e-Procurement terhadap Good 

Governance. 
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2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap Good Governance. 

3. Untuk menguji pengaruh implementasi e-Procurement terhadap pencegahan 

fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

4. Untuk menguji pengaruh Good Governance terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

5. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

6. Untuk menguji pengaruh Good Governance sebagai variabel intervening 

dalam hubungan antara implementasi e-Procurement dan pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

7. Untuk menguji pengaruh Good Governance sebagai variabel intervening 

dalam hubungan antara komitmen organisasi dan pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan karena pengadaan barang dan jasa mempunyai 

peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pengadaan merupakan 

sarana utama untuk menyediakan kebutuhan operasional instansi atau lembaga 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa pengadaan yang efektif, program-

program pembangunan, pelayanan publik, maupun kegiatan pemerintahan lainnya 

tidak akan berjalan optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di 

bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara e-

Procurement, komitmen organisasi, pencegahan fraud, dan good 

governance. Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa penggunaan 
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teknologi informasi dan komitmen organisasi yang kuat pada setiap 

individunya dalam proses pengadaan dapat menekan mencegah terjadinya 

fraud pengadaan barang dan jasa dan juga mendukung prinsip-prinsip 

good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.  

 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam 

memperkaya pemahaman terhadap Fraud Triangle Theory dan Agency 

Theory yang menjadi landasan utama dalam konteks sektor publik. Agency 

Theory perlu dikokohkan karena hubungan antara pemerintah/wakil rakyat 

dan juga masyarakat sebagai pengguna (user) pengadaan barang/jasa 

sebagai principal dan aparatur pelaksana pengadaan sebagai agent sering 

kali menimbulkan konflik kepentingan (agency problem), terutama ketika 

pengawasan dan insentif tidak seimbang. Melalui implementasi e-

Procurement dan penguatan komitmen organisasi, penelitian ini 

diharapkan dapat memperkuat teori tersebut dengan menunjukkan bahwa 

mekanisme transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi mampu 

menurunkan peluang penyalahgunaan wewenang oleh agent serta 

memperkecil asimetri informasi antara pihak pengambil keputusan dan 

pelaksana. 

 

Sementara itu, penguatan terhadap Fraud Triangle Theory juga menjadi 

penting karena teori ini menjelaskan bahwa fraud terjadi akibat kombinasi 

tiga faktor utama, yakni tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan 

rasionalisasi (rationalization). Dalam konteks penelitian ini, penerapan e-

Procurement diyakini dapat mengurangi peluang terjadinya fraud, 

komitmen organisasi dapat mengurangi tekanan dan rasionalisasi, dan 

Good Governance memperkuat sistem pengendalian untuk menekan 

ketiga faktor fraud secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya menguji hubungan antarvariabel empiris, tetapi juga 

memperkokoh landasan teoritis bahwa pencegahan fraud membutuhkan 
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kombinasi antara sistem pengendalian berbasis teknologi dan faktor 

perilaku manusia berlandaskan nilai-nilai integritas dan tata kelola yang 

baik. 

 

Melalui pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi teoritis yang 

integratif, yakni dengan mengaitkan konsep fraud prevention, perilaku 

organisasi, dan tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka analisis yang 

komprehensif. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pemahaman 

akademik tentang bagaimana Good Governance dapat berfungsi sebagai 

mekanisme intervening yang menghubungkan teknologi dan perilaku 

organisasi dalam mewujudkan pengadaan publik yang bersih dan bebas 

dari korupsi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, 

khususnya UKPBJ Kementerian Perindustrian): 

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memperkuat 

implementasi e-Procurement sebagai upaya sistematis untuk 

mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Kasus SPK fiktif dan korupsi pengadaan alat uji masker pada 

Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa celah fraud tidak 

hanya muncul akibat lemahnya sistem teknologi, tetapi juga karena 

kurangnya integritas dan pengawasan internal. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi nyata untuk 

memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi 

proses pengadaan, dan memastikan bahwa setiap dokumen SPK dan 

kontrak lainnya benar-benar terverifikasi dalam Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE). Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat 

dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan Kementerian 

Perindustrian untuk mengembangkan program pelatihan kompetensi 
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dan integritas bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) selaku 

Pejabat Pengadaan, sehingga mereka mampu memiliki kesadaran etis 

dan kemampuan teknis yang seimbang dalam menjalankan proses 

pengadaan secara elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian 

diharapkan tidak hanya memperkuat sistem digitalnya, tetapi juga 

memperbaiki perilaku dan budaya organisasi dalam mencegah moral 

hazard.  

 

b. Bagi Auditor Internal dan Eksternal: 

Penelitian ini dapat membantu auditor internal (Inspketorat Jenderal 

Kementerian Perindustrian) maupun auditor eksternal (BPK dan 

BPKP) dalam mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya fraud pada 

proses pengadaan, terutama pada fase perencanaan, pelaksanaan 

kontrak, dan verifikasi pembayaran. Berdasarkan kasus-kasus 

sebelumnya, area yang paling rentan adalah penerbitan SPK dan 

pengelolaan kontrak yang tidak terintegrasi dengan sistem e-

Procurement resmi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi 

panduan berbasis bukti (evidence-based) bagi auditor untuk 

memperkuat pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit) 

dengan fokus pada aspek pengawasan elektronik, otorisasi dokumen, 

serta kesesuaian antara kontrak dan pelaksanaan kegiatan. Dengan 

demikian, auditor dapat mengarahkan pengawasan pada area yang 

memiliki potensi penyimpangan tertinggi dan meningkatkan 

efektivitas deteksi dini terhadap indikasi fraud.  

 

c. Bagi LKPP dan Instansi Pengawas: 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat 

koordinasi dan integrasi antara LKPP sebagai lembaga penyusun 

kebijakan pengadaan dan instansi pelaksana di lapangan. Kasus-kasus 
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di Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa e-Procurement 

tidak akan efektif tanpa pengawasan lintas lembaga yang terhubung 

secara terstruktur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi LKPP dan instansi pengawas lainnya untuk 

menyusun kebijakan peningkatan sinergi sistem informasi antar 

instansi misalnya SPSE dan e-Monev serta mendorong penerapan 

audit berbasis teknologi (digital procurement audit). Selain itu, 

penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat bergantung pada 

kolaborasi antara pengambil kebijakan, pelaksana pengadaan, dan 

lembaga pengawas dalam menjaga integritas sistem dan menekan 

potensi korupsi di sektor pengadaan.



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, teori agensi menjelaskan 

hubungan antara principal (publik/masyarakat) dengan agent (pemerintah/pelaku 

pengadaan) dimana principal memberikan mandat kepada agent untuk mengelola 

sumber daya atau mengambil keputusan atas namanya. Namun, hubungan ini 

kerap menghadapi kendala berupa asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, 

yang memunculkan agency problem. Agent seringkali memiliki peluang untuk 

bertindak oportunistik dengan mengutamakan kepentingan pribadi melalui 

praktik-praktik fraud, dibandingkan menjalankan mandat sesuai dengan 

kepentingan principal (Jensen & Meckling, 1976). 

Potensi fraud akan menjadi semakin besar karena agent memiliki akses yang lebih 

luas terhadap informasi serta menguasai prosedur pengadaan dibandingkan 

principal. Kondisi ini membuka ruang terjadinya moral hazard, seperti kolusi, 

mark-up harga, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan 

(Suardi et al., 2024). Oleh sebab itu, pencegahan fraud perlu diarahkan pada 

upaya meminimalkan agency problem melalui peningkatan transparansi, 

akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih efektif.  

Salah satu instrumen penting yang dapat menekan agency cost adalah penerapan 

e-Procurement. Teknologi ini mampu mengurangi asimetri informasi dengan 

menciptakan keterbukaan data, meminimalkan interaksi tatap muka yang rawan 

praktik korupsi, serta menyediakan jejak audit digital yang memperkuat 

akuntabilitas (Masudin et al., 2021; Mélon & Spruk, 2019). Dengan demikian, e-

Procurement tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen 
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tata kelola yang dapat mempersempit ruang gerak agent untuk melakukan 

kecurangan. 

Selain itu, faktor organisasi juga berperan penting dalam mengurangi risiko fraud. 

Tingkat komitmen yang tinggi dari pegawai memperkuat sistem pengendalian 

internal dan mendorong agent untuk bertindak sesuai dengan kepentingan 

principal. Pegawai dengan loyalitas dan integritas yang kuat cenderung 

menghindari perilaku menyimpang serta mendukung terwujudnya tujuan 

organisasi (Patar et al., 2024; Jameel et al., 2024). Dengan demikian, komitmen 

organisasi dapat dilihat sebagai mekanisme non-teknis yang memperkuat peran e-

Procurement dalam pencegahan fraud. 

Secara keseluruhan, penerapan teori agensi dalam pencegahan fraud menekankan 

pentingnya desain tata kelola yang mampu menyelaraskan kepentingan principal 

dan agent. Implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi yang kuat dapat 

dipandang sebagai instrumen praktis untuk mengurangi agency problem sehingga 

dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan 

Teori Segitiga Kecurangan atau yang biasa dikenal Fraud Triangle Theory 

pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953) yang menyatakan bahwa 

seseorang melakukan kecurangan (fraud) karena adanya tiga faktor utama, yaitu 

pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi). 

Ketiga faktor ini membentuk segitiga penyebab fraud yang hingga kini menjadi 

salah satu teori paling mendasar dalam studi akuntansi forensik dan tata kelola 

organisasi (Albrecht et al., 2019). Namun seiring perkembangan kompleksitas 

organisasi dan teknologi, teori ini kemudian dikembangkan menjadi Fraud 

Diamond Theory dengan penambahan unsur kapabilitas (Wolfe & Hermanson, 

2004), Fraud Pentagon Theory dengan unsur arogansi (Crowe Horwath, 2011), 

hingga Fraud Hexagon Theory yang menekankan pentingnya kolusi dalam fraud 
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modern (Vousinas, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan Fraud Triangle 

Theory sebagai grand theory karena teori ini merupakan landasan konseptual 

utama dalm menjelaskan terjadinya fraud yang menekankan ketiga dimensi utama 

yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi. 

1. Tekanan (Pressure) 

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong individu untuk melakukan 

kecurangan, baik yang berasal dari faktor finansial maupun non-finansial. 

Dalam sektor publik, tekanan dapat muncul dari kebutuhan gaya hidup yang 

tidak sesuai dengan pendapatan, maupun target kinerja yang sulit dicapai 

(Mu’ah et al., 2023). Tekanan ini menciptakan dorongan internal yang 

membuat seseorang mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan fraud. 

Implementasi e-Procurement dapat menurunkan tingkat tekanan tersebut 

melalui sistem yang transparan, efisien, dan terdokumentasi. Dengan adanya 

sistem digital, proses administrasi menjadi lebih mudah dilacak dan terstandar, 

sehinga mengurangi tekanan dari tenggat waktu atau intervensi pihak luar. 

Chang dan Wong (2010) serta Masudin et al. (2021) menemukan bahwa e-

Procurement tidak hanya mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan 

efisiensi, tetapi juga mengurangi tekanan kerja melalui penyederhanaan 

prosedur serta peningkatan akurasi data dan komunikasi. Proses digital yang 

terintegrasi membuat pegawai merasa lebih mampu mengendalikan beban kerja 

mereka, sehingga tekanan operasional dan administratif dapat diminimalkan. 

Temuan tersebut diperkuat oleh Musa et al. (2024) yang menegaskan bahwa 

persepsi kemanfaatan, kepercayaan, dan keamanan sistem menjadi determinan 

utama dalam menciptakan kenyamanan psikologis pengguna. Ketika pegawai 

merasa sistem e-Procurement aman dan adil, tekanan psikologis akibat rasa 

takut, ketidakpastian, atau kekhawatiran terhadap potensi kesalahan prosedural 

pun menurun. 
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Sementara itu, komitmen organisasi berperan penting dalam menekan tekanan 

moral dan psikologis yang dirasakan pegawai. Lingkungan kerja yang suportif, 

keadilan organisasi, serta rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap instansi 

membuat individu lebih mampu menghadapi tekanan tanpa melanggar etika. 

Temuan Nor et al. (2022) dan Wahidahwati et al. (2024) juga mendukung 

bahwa komitmen organissi memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan 

tekanan moral dan psikologis yang dapat mendorong individu melakukan 

fraud. Dengan demikian, komitmen organisasi tidak hanya memperkuat 

loyalitas dan integritas pegawai, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme 

pengendalian perilaku yang efektif dalam upaya pencegahan fraud di sektor 

publik. 

 

Dalam konteks ini, Good Governance berperan sebagai mekanisme yang 

memperkuat kedua variabel tersebut. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola pemerintahan mampu menciptakan 

iklim organisasi yang sehat dan adil, sehingga tekanan yang berpotensi 

mendorong individu untuk melakukan tindakan fraud dapat ditekan. Dengan 

demikian, implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi, melalui tata 

kelola yang baik, secara bersama-sama mampu menurunkan tekanan yang 

menjadi pemicu awal terjadinya kecurangan. 

 

2. Kesempatan (Opportunity)  

Kesempatan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya fraud, 

karena tanpa adanya peluang,  fraud akan sulit untuk dilakukan. Kesempatan 

biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya 

transparansi, dan rendahnya efektivitas pengawasan (Lyra et al., 2022). Dalam 

pengadaan barang dan jasa, kesempatan sering timbul karena adanya interaksi 

langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan, prosedur yang tidak 

terdokumentasi dengan baik, atau sistem yang masih manual/konvensional 

(Suardi et al., 2024). 
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Implementasi e-Procurement menjadi instrumen penting untuk mengurangi 

kesempatan ini karena mampu menyediakan keterbukaan informasi, 

mengurangi interaksi tatap muka, menciptakan jejak digital yang memudahkan 

audit serta pengawasan (Masudin et al., 2021; Mélon & Spruk, 2019). Dengan 

demikian, e-Procurement dapat dilihat sebagai salah satu jawaban praktis atas 

tantangan kesempatan dalam fraud triangle. Temuan tersebut diperkuat oleh 

Kochanova et al. (2020) yang membuktikan bahwa e-Procurement 

meningkatkan biaya dan risiko bagi aktor korup karena seluruh aktivitas 

pengadaan terekam secara sistematis dan terbuka untuk diaudit. Dengan 

demikian, unsur peluang dalam segitiga penipuan dapat ditekan secara efektif, 

sebab individu atau kelompok yang berniat melakukan fraud menghadapi 

hambatan struktural berupa sistem yang transparan, terdokumentasi, dan sulit 

dimanipulasi. 

 

Sementara itu, komitmen organisasi berfungsi sebagai internal control berbasis 

perilaku. Pegawai yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab tinggi 

tidak akan memanfaatkan kelemahan sistem atau posisi jabatan untuk 

keuntungan pribadi. Komitmen ini memperkuat mekanisme pengendalian 

internal dengan mendorong kepatuhan pada aturan dan etika kerja, bahkan 

ketika sistem belum sepenuhnya sempurna. Temuan empiris mendukung peran 

tersebut, yakni Nor et al. (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan dalam mengurangi peluang terjadinya fraud melalui 

pembentukan budaya etis yang kuat dan peningkatan kepatuhan individu 

terhadap regulasi. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Wahidahwati et al. 

(2024), yang menemukan bahwa pegawai dengan komitmen organisasi tinggi 

cenderung menjaga integritas dan tidak memanfaatkan celah kelemahan 

prosedural dalam proses pengadaan. Dengan demikian, komitmen organisasi 

berperan strategis dalam mempersempit unsur kesempatan/peluang dalam 

Teori Segitiga Penipuan, karena menumbuhkan pengendalian diri, perilaku 
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etis, dan kesadaran moral yang berfungsi melengkapi sistem pengendalian 

internal formal yang telah diterapkan organisasi. 

 

Kemudian, Good Governance bertindak sebagai variabel mediasi yang 

memperkuat hubungan keduanya dengan faktor peluang/kesempatan. Tata 

kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

dan pengawasan publik, yang semakin mempersempit ruang gerak bagi potensi 

penyimpangan. Integrasi antara sistem e-Procurement, komitmen organisasi, 

dan praktik Good Governance membentuk sistem pengendalian yang 

komprehensif untuk menutup peluang terjadinya fraud dalam pengadaan 

barang dan jasa.  

 

3. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku agar 

tindakannya dianggap wajar dan dapat diterima oleh dirinya sendiri. Pelaku 

fraud sering meyakinkan dirinya bahwa tindakannya hanyalah pinjaman 

sementara, kompensasi atas kerja keras yang tidak dihargai, atau hal yang 

“lumrah” dilakukan dalam organisasi (Albrecht et al., 2019).  

 

Implementasi e-Procurement sendiri dianggap mampu mengurangi 

kecenderungan rasionalisasi dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas 

yang tinggi. Setiap tindakan tercatat secara digital dan dapat diaudit kapan pun, 

sehingga pelaku potensial akan menyadari bahwa kecurangan mudah terdeteksi 

sehingga kesempatan untuk membenarkan tindakan curang menjadi semakin 

kecil karena risiko hukuman meningkat. Prasad dan Shivarajan (2015) 

menjelaskan bahwa e-Procurement menekan korupsi dengan cara mengurangi 

interaksi tatap muka antara pejabat dan penyedia, membatasi wewenang 

diskresioner birokrat, serta meningkatkan keterbukaan informasi. Transparansi 

ini menurunkan ketidakpastian dan peluang perilaku oportunistik, sehingga 

biaya transaksi yang biasanya digunakan untuk suap menjadi lebih rendah. 
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Selaras dengan itu, Kochanova et al. (2020) menunjukkan bahwa e-

Procurement meningkatkan risiko dan biaya bagi pelaku korupsi, yang secara 

langsung menurunkan insentif perusahaan untuk menyuap pejabat publik. 

Mekanisme ini tidak hanya mengurangi peluang kecurangan, tetapi juga 

melemahkan rasionalisasi individu karena tindakan koruptif tidak lagi memiliki 

pembenaran ekonomi maupun moral yang masuk akal.  

 

Budaya organisasi yang permisif, lemahnya komitmen etika, serta rendahnya 

integritas pegawai akan memperkuat proses rasionalisasi ini (Patar et al., 2024; 

Jameel et al., 2024). Sebaliknya, komitmen organisasi yang tinggi mampu 

menekan faktor rasionalisasi, karena nilai-nilai integritas, loyalitas, dan etika 

kerja dijadikan pedoman utama dalam perilaku pegawai. 

 

Peran Good Governance di sini adalah memperkuat kedua variabel tersebut 

dengan menanamkan norma dan etika birokrasi dalam budaya organisasi. 

Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik menjadi acuan 

perilaku yang menekan kecenderungan rasionalisasi. Ketika tata kelola 

pemerintahan berjalan dengan baik, setiap tindakan aparatur tidak hanya 

diawasi oleh sistem, tetapi juga oleh norma sosial dan etika publik. 

Fraud Triangle Theory menegaskan bahwa pencegahan fraud harus diarahkan 

untuk mengurangi ketiga faktor tersebut. Tekanan dapat ditekan melalui kebijakan 

organisasi yang adil, kesempatan dapat diminimalisasi dengan sistem 

pengendalian internal dan teknologi seperti e-Procurement, sedangkan 

rasionalisasi dapat diperkecil dengan membangun budaya organisasi yang 

berintegritas serta memperkuat komitmen pegawai (Mu’ah et al., 2023; Lyra et 

al., 2022). 

Dengan demikian, Fraud Triangle Theory memberikan kerangka konseptual yang 

kuat dalam memahami mengapa fraud terjadi serta bagaimana strategi pencegahan 

dapat dirancang. Implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi 
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merupakan langkah strategis yang mampu menjawab tantangan dari ketiga elemen 

Fraud Triangle sekaligus mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good 

Governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

 

2.1.3 E-Procurement 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, e-Procurement atau yang disebut Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 

elektronik yang mencakup penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE) dan sistem pendukung lainnya. Pada Pasal 70 ayat (1) dijelaskan bahwa 

ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas perencanaan 

pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah 

terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik. Ruang lingkup ini 

dimaksudkan untuk memastikan integrasi, transparansi, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan, serta potensi penyimpangan atau 

praktik korupsi melalui pencatatan elektronik yang dapat diaudit. 

 

Menurut Sartika (2025), e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan secara elektronik, menggunakan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi biaya operasional dan mengurangi risiko penyimpangan. 

E-Procurement pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi berbasis internet untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa. 

(Singh et al. 2020, dalam Mu’ah et al., 2023) mendefinisikan e-Procurement 

sebagai sistem lelang dalam pengadaan yang memungkinkan proses berlangsung 

lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Dengan 

karakteristik tersebut, e-Procurement diharapkan dapat mencerminkan prinsip 
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keterbukaan serta meminimalisir praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

yang merugikan keuangan negara (Chen et al., 2022, dalam Mu’ah et al., 2023). 

 

Dalam perspektif teori biaya transaksi, Prasad & Shivarajan (2015) menjelaskan 

bahwa e-Procurement menekan korupsi melalui pengurangan interaksi tatap 

muka, keterbatasan wewenang diskresioner birokrat, serta peningkatan 

transparansi. Dengan demikian, sistem ini menurunkan ketidakpastian informasi 

dan peluang perilaku oportunistik, sehingga biaya transaksi yang sebelumnya 

digunakan untuk suap menjadi lebih rendah. Konsep ini juga diperkuat oleh 

Kochanova et al. (2020) yang menunjukkan bahwa e-Procurement meningkatkan 

risiko dan biaya transaksi bagi aktor korup, sehingga menurunkan insentif 

perusahaan untuk menyuap pejabat publik. 

Namun, efektivitas e-Procurement tidak hanya bergantung pada penerapannya 

secara teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan dan dukungan 

supranasional. Jiménez et al. (2022) menekankan bahwa penerapan sederhana 

sistem e-Procurement tidak cukup untuk menurunkan tingkat korupsi perusahaan. 

Dampak negatif terhadap korupsi hanya terlihat signifikan bila sistem ini 

beroperasi dalam konteks kelembagaan berkualitas tinggi dan mendapat dukungan 

supranasional (misalnya dari Bank Dunia). Penelitian tersebut juga menyoroti 

bahwa e-Procurement dapat gagal bila diperkenalkan dalam negara dengan rezim 

korup yang justru menggunakan inovasi ini sebagai legitimasi tanpa adanya 

reformasi mendasar. Dengan kata lain, keberhasilan e-Procurement sangat 

ditentukan oleh konteks governance yang melingkupinya. 

 

Manfaat e-Procurement tidak hanya pada pengendalian korupsi, tetapi juga 

peningkatan kinerja organisasi. Chang & Wong (2010) menunjukkan bahwa 

adopsi e-Procurement meningkatkan efisiensi kegiatan pengadaan sekaligus 

memberi keunggulan kompetitif perusahaan. Masudin et al. (2021) memperluas 

temuan ini dengan bukti di Indonesia, bahwa adopsi e-Procurement berpengaruh 
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positif terhadap kinerja finansial maupun non-finansial perusahaan. Penelitian 

tersebut menekankan bahwa faktor teknologi lebih penting dibandingkan 

dukungan manajerial, dimana infrastruktur teknologi informasi dan kualitas 

informasi menjadi aspek krusial. Hal ini sejalan dengan Musa et al. (2024) yang 

menegaskan bahwa persepsi kegunaan, kepercayaan, dan keamanan merupakan 

determinan utama adopsi e-Procurement, sedangkan kemudahan penggunaan 

justru dapat berpengaruh negatif terhadap niat pengguna di sektor publik Nigeria. 

 

Meski demikian, penerapan e-Procurement tidak kebal dari risiko, pengadaan 

publik tetap merupakan sektor paling rawan terjadinya korupsi di Indonesia, 

sehingga penguatan mekanisme e-Procurement harus diiringi dengan reformasi 

kelembagaan, peningkatan transparansi, serta partisipasi publik untuk 

meminimalkan konflik kepentingan dan transparansi (Prakasa et al., 2023). 

 

Mélon & Spruk (2019) menggarisbawahi kontradiksi akan dampak e-Procurement 

yakni, di satu sisi dapat mengurangi kewenangan diskresioner pejabat publik, 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas barang publik; namun di 

sisi lain, bila diperkenalkan dalam lingkungan korup, e-Procurement justru 

beresiko melanggengkan korupsi yang sudah terkonsolidasi. Oleh karena itu, e-

Procurement bukanlah solusi tunggal (silver bullet), melainkan bagian dari 

reformasi tata kelola yang lebih luas, mencakup supremasi hukum, pengawasan 

independen, dan keterlibatan masyarakat sipil. 

Dengan demikian, e-Procurement dalam rangka penelitian ini dipahami sebagai 

instrumen digitalisasi pengadaan yang berpotensi besar untuk menekan praktik 

korupsi dan meningkatkan kinerja organisasi. Namun, efektivitasnya sangat 

dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti kualitas kelembagaan, dukungan 

supranasional, infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya 

manusia. Sistem ini harus dilihat sebagai bagian integral dan upaya mewujudkan 

tata kelola yang baik (Good Governance), bukan sekedar inovasi teknis, agar 
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mampu berfungsi optimal dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 

dan integritas sektor publik. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori e-Procurement menurut 

peraturan perundang-undangan dan para ahli tersebut, peneliti memilih Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 sebagai dasar dimensi 

penelitian karena regulasi tersebut merupakan payung hukum terbaru dan paling 

komprehensif yang mengatur ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

di Indonesia. Ruang lingkup tersebut sekaligus merefleksikan tahapan penting 

dalam implementasi e-Procurement yang relevan untuk dianalisis secara empiris. 

Sementara itu, indikator penelitan dan pernyataan kuesioner diadaptasi dari 

penelitian internasional, yakni Musa et al. (2024), karena penelitian tersebut 

memberikan pengukuran yang lebih spesifik terkait faktor-faktor determinan 

adopsi e-Procurement, seperti persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, 

kepercayaan, keamanan, dan niat untuk mengadopsi e-Procurement. Dengan 

demikian, dimensi memberikan batasan konseptual berdasarkan regulasi, 

sedangkan indikator menyediakan instrumen operasional untuk menilai sejauh 

mana e-Procurement dijalankan sesuai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa, 

yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.  

 

2.1.4 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian perilaku 

organisasi yang berkaitan erat dengan loyalitas, rasa memiliki, serta kesediaan 

individu untuk mendukung tujuan organisasi. Dalam Manajemen dan Komitmen 

Organisasi oleh Juniarti (2023), komitmen organisasi dijelaskan sebagai kondisi 

psikologis di mana individu merasa terikat, mengidentifikasi diri, dan loyal 

terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Loyalitas pegawai terhadap organisasi 

mencakup ketetapan untuk tetap berada di organisasi, berkontribusi pada 

pencapaian tujuan organisasi, serta tidak mempunyai keinginan untuk 

meninggalkannya. 
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Porter et al. (1974) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif 

dari identifikasi dan keterlibatan seseorang dengan organisasi tertentu yang 

ditunjukkan melalui keyakinan terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk 

berusaha keras demi kepentingan organisasi, serta keinginan kuat untuk tetap 

menjadi bagian dari organisasi. Definisi ini sejalan dengan Robbins & Judge 

(2017), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan di 

mana seorang karyawan memihak pada tujuan organisasi dan berniat 

mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Luthans (2011) 

juga menekankan bahwa komitmen organisasi merefleksikan loyalitas karyawan 

sekaligus keterikatan yang berkesinambungan antara individu dengan organisasi. 

Mowday et al. (1979) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mencerminkan 

keterikatan emosional dan psikologis individu terhadap organisasi melalui 

loyalitas, keterlibatan, dan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Sementara itu, 

Meyer & Allen (1997) memperdalam pemahaman ini dengan mengembangkan 

model tiga dimensi komitmen organisasi, yaitu: 

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

Komitmen afektif mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi, serta 

keterlibatan individu terhadap organisasi. Karyawan dengan tingkat 

komitmen afektif yang tinggi akan merasa bangga menjadi bagian dari 

organisasi, memiliki rasa memiliki (sense of belonging), serta berupaya 

maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks 

pengadaan barang dan jasa, pegawai yang memiliki komitmen afektif akan 

menolak segala bentuk fraud karena perilaku tersebut dianggap 

bertentangan dengan nilai-nilai organisasi dan integritas pribadi (Meyer & 

Allen, 1997). 

 

2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment) 

Komitmen berkelanjutan berfokus pada pertimbangan rasional terkait 

biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) yang dirasakan jika seseorang 
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meninggalkan organisasi. Artinya, individu bertahan dalam organisasi 

karena merasa adanya kerugian yang lebih besar apabila keluar, misalnya 

kehilangan pendapatan tetap, tunjangan, atau peluang karir. Dalam 

praktiknya, pegawai dengan komitmen berkelanjutan akan cenderung tetap 

loyal, meskipun keterlibatan emosionalnya tidak sekuat komitmen afektif. 

Pada sektor publik, termasuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), 

komitmen ini mendorong pegawai untuk tetap bekerja sesuai aturan untuk 

menjaga stabilitas posisinya dan menghindari risiko sanksi akibat 

keterlibatan fraud. 

3. Komitmen Normatif (Normative Commitment) 

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan kewajiban moral untuk 

tetap berada dalam organisasi dan memberikan kontribusi terbaik. Rasa 

tanggung jawab ini biasanya muncul karena nilai-nilai budaya, norma 

sosial, maupun etika profesi yang tertanam dalam diri individu. Pegawai 

dengan komitmen normatif merasa bahwa bertahan dan bekerja sesuai 

aturan adalah “hal yang benar” untuk dilakukan. Dalam konteks Good 

Governance, komitmen normatif mendorong pegawai untuk berperilaku 

etis, menjaga integritas, dan berpartisipasi aktif dalam mencegah fraud 

demi kepentingan publik (Meyer & Allen, 1997; Luthans, 2011). 

 

Regulasi nasional turut menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menekankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai upaya mencegah kecurangan. 

Namun, secanggih apapun suatu regulasi dan sistem tidak akan berjalan efektif 

tanpa adanya komitmen organisasi dari para pelaksana pengadaan. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori terkait komitmen organisasi 

menurut para ahli tersebut, peneliti memilih menggunakan dimensi komitmen 
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organisasi menurut Meyer & Allen (1997) yang terdiri atas komiten afektif, 

komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Hal ini dikarenakan model 

tersebut merupakan kerangka teoritis yang paling komprehensif, konsisten, serta 

sudah banyak digunakan dalam penelitian organisasi modern untuk menjelaskan 

keterikatan pegawai terhadap organisasi dari sisi emosional, rasional, maupun 

normatif. Selanjutnya, indikator dan pernyataan kuesioner diadaptasi dari Juniarti 

(2023) yang telah disesuaikan dengan konteks organisasi di Indonesia, sehingga 

lebih relevan secara lokal, serta diperkuat dengan rujukan empiris dari Nor et al. 

(2022) dan Wahidahwati et al. (2024) agar instrumen penelitian memiliki validitas 

teoritis sekaligus keterbaruan (novelty) dalam mengukur komitmen organisasi di 

sektor publik. 

 

2.1.5 Pencegahan Fraud  

Pencegahan kecurangan (fraud) merupakan salah satu aspek krusial dalam 

mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, khususnya dalam pengadaan barang 

dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan 

(LJK), fraud (kecurangan) meliputi tindakan seperti korupsi, penyalahgunaan 

aset, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang dapat 

dipersamakan dengan fraud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pencegahan fraud dalam POJK ini diartikan sebagai bagian dari strategi anti-

fraud yang terdiri dari beberapa pilar, salah satunya pilar pencegahan, yang 

diwajibkan untuk diimplementasikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), hal ini 

mencakup penerapan sistem pengendalian internal, manajemen resiko, serta 

penyusunan kebijakan dan pedoman agar potensi fraud teridentifikasi sejak awal. 

 

Menurut Pope (2013) dalam Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem 

Integritas Nasional, pencegahan korupsi adalah pembangunan sistem integritas 

nasional yang melibatkan seluruh elemen negara dan masyarakat untuk 

menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisasi 
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peluang penyalahgunaan kekuasaan. Sejalan dengan itu, Silalahi et al. (2023) 

menyatakan bahwa pencegahan fraud dalam e-Procurement dapat dicapai melalui 

penguatan kontrol internal dan penciptaan sistem pengadaan yang transparan dan 

akuntabel. 

Di sisi lain, literatur klasik mengenai fraud juga menekankan pentingnya upaya 

pencegahan sejak awal. Albrecht et al. (2009) dalam Fraud Examination 

menjelaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling penting dalam siklus 

manajemen fraud, karena biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan biaya 

yang muncul akibat terjadinya kecurangan. Pencegahan dapat dilakukan dengan 

membangun lingkungan kerja yang etis, memperkuat pengendalian internal, serta 

menumbuhkan budaya organisasi yang menolak segala bentuk fraud. Sejalan 

dengan itu, Cressey (1953) melalui Fraud Triangle Theory mengidentifikasi tiga 

elemen utama penyebab fraud, yaitu tekanan (pressure), kesempatan 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Pencegahan dapat dilakukan 

dengan meminimalkan tekanan melalui sistem kompensasi yang adil, menutup 

peluang dengan pengendalian internal yang ketat dan penggunaan teknologi, serta 

mengurangi rasionalisasi melalui internalisasi nilai etika dan integritas. 

Pendapat ahli lainnya juga memperkuat konsep ini. Arens et al (2014) dalam 

Auditing and Assurance Services menjelaskan bahwa pencegahan fraud 

memerlukan sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang dengan 

baik, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, serta audit internal independen. 

Singleton & Singleton (2010) dalam Fraud Auditing and Forensic Accounting 

menambahkan bahwa kebijakan formal seperti kode etik dan pengawasan 

berkelanjutan adalah kombinasi efektif dalam menutup celah kecurangan. Wells 

(2014) dalam Principles of Fraud Examination menekankan pentingnya tone at 

the top, yaitu teladan dari pimpinan dalam menjunjung integritas dan 

akuntabilitas. Karyono (2013) dalam Forensic Fraud bahkan mengklasifikasikan 

pencegahan fraud ke dalam tiga strategi: preventif (mencegah sebelum terjadi), 
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detektif (mendeteksi lebih awal), dan resolutif (menindaklanjuti dengan sanksi 

tegas). 

 

Selanjutnya, perkembangan teknologi turut memperkuat strategi pencegahan 

fraud. Al-Ababneh et al. (2024) menyoroti peran big data dalam mendeteksi dan 

mencegah kecurangan di sektor pengadaan publik. Dengan big data analytics, 

pemerintah dapat meningkatkan transparansi, mengenali pola penyimpangan, dan 

mempersempit ruang gerak pelaku. Integrasi e-procurement dengan teknologi 

digital canggih ini menjadi pilar utama dalam mendorong terciptanya sistem 

pengadaan yang bersih dan akuntabel. 

 

Selain itu, regulasi pemerintah, seperti Peraturan Presiden terbaru tentang 

Pengadaan Barang/Jasa, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan harus 

dilaksanakan secara transparan, adil, efektif, dan efisien, dengan tujuan 

memperoleh barang/jasa yang berkualitas dan terbebas dari praktik kecurangan. 

Hal ini sejalan dengan Karyono (2013) yang menekankan bahwa pencegahan 

fraud dalam pengadaan barang dan jasa harus berlandaskan pada prinsip 

keterbukaan, non-diskriminatif, dan akuntabilitas. 

Berdasarkan penjelasan atas landasan teori terkait pencegahan fraud menurut 

peraturan dan studi empiris tersebut, peneliti memilih dimensi peneltiian menurut 

Pope (2013) dalam Silalahi et al (2023), hal ini didasarkan pada kerangka 

National Integrity System yang menekankan pentingnya membangun prosedur 

pengadaan yang transparan, evaluasi penawaran yang objektif, pendelegasian 

wewenang yang bebas dari konflik kepentingan, serta pemeriksaan dan audit yang 

independen. Dimensi ini dipilih karena mencerminkan prinsip tata kelola yang 

baik (Good Governance) dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem 

pengadaan publik yang bebas dari praktik fraud. Sementara itu, indikator 

penelitian menurut Karyono (2013) dalam Yusni (2021) dipilih karena mampu 

mengoperasionalkan dimensi tersebut ke dalam aspek yang lebih terukur, 
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misalnya efektivitas pengendalian internal, penerapan praktik pengadan yang 

sehar, keaslian dokumen, kepatuhan pejabat terhadap aturan, objektivitas evaluasi, 

hingga penghapusan konflik kepentingan. Dengan indikator ini, peneliti dapat 

menyusun kuesioner yang jelas, konkrit, dan relevan dengan konteks pencegahan 

fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, kombinasi antara 

dimensi Pope dan indikator Karyono menghadirkan keseimbangan antara 

kerangka teoritis yang makro dan instrumen pengukuran mikro serta aplikatif, 

sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun 

praktis. 

 

2.1.6 Good Governance 

Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan organisasi publik maupun swasta 

menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan 

efektivitas pengendalian internal, serta mewujudkan akuntabilitas kepada publik. 

Dalam bagian Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Tata Kelola 

Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) 

adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap 

kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui 

institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance dan 

Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya 

dalam tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta 

menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait 

(stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. 

 

United Nations Development Program (1997) mendefinisikan Good Governance 

sebagai proses pengelolaan sumber daya pembangunan secara solid dan 

bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, efisiensi, 

keadilan, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip Good Governance ini meliputi 
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partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, dan 

responsivitas yang menjadi landasan tata kelola modern. 

 

Nor et al. (2022) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dicapai 

melalui pemerintahan yang profesional melalui sistem organisasi tata kelola 

pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan sumber daya 

aparatur yang andal, profesional, berintegritas, inovatid, dan memiliki kapasitas 

kelas dunia. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk lebih profesional, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan berwawasan global serta 

diharapkan mampu terus berkembang dengan meningkatkan kualitas dan 

kompetensinya. 

 

Dalam Wahidahwati et al. (2024), Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, memperkuat daya saing, 

serta menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan 

dan praktik korupsi. 

 

Berdasarkan penjelasan atas landasan teori terkait Good Governance menurut 

peraturan dan studi empiris tersebut, peneliti memilih dimensi penelitian menurut 

UNDP (1997) karena kerangka ini dianggap paling komprehensif dan mendasar 

dalam kajian tata kelola pemerintahan secara global. UNDP menekankan enam 

prinsip utama, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi 

hukum, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks 

pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, khususnya pada organisasi 

Kementerian Perindusrian, karena mampu menjadi tolok ukur universal sekaligus 

fleksibel untuk mengukur tata kelola publik unutk mencapai reformasi birokrasi. 

Selain itu, Nor et al. (2002) menegaskan bahwa prinsip UNDP tetap aktual 

digunakan hingga kini dalam menilai kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 
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pelayanan publik, dan sistem orgaisasi, sehingga menjadikannya dasar teoritis 

yang kuat bagi penelitian ini. Sementara itu, indikator penelitian mengacu pada 

KNKG (2010) dalam Wahidahwati et al. (2024), hal ini dikarenakan indikator ini 

bersifat kontekstual dengan kondisi tata kelola di Indonesia, lebih aplikatif, serta 

dapat dioperasionalkan dalam bentuk pernyataan kuesioner. Dengan 

menghubungkan indikator KNKG, prinsip-prinsip UNDP dapat diturunkan 

menjadi ukuran yang konkrit, seperti keterlibatan masyarakt dalam pengadaan, 

keterbukaan informasi, kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan e-

Procurement, serta akuntabilitas hasil pengadaan. Oleh karena itu, kombinasi 

dimensi UNDP dan indikator KNKG dipilih agar penelitian ini memiliki landasan 

konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis yang tinggi dalam konteks tata 

keola sektor publik di Indonesia, khususnya demi terwujudnya reformasi birokrasi 

pada Kementerian Perindustrian. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil penelitian 

1. Mu’ah, 

Masram, Wiwik 

Amalia, 

Mokhtar 

Sayyid, 

Mas’adah 

(2023) 

Pengaruh 

Implementasi  E-

Procurement 

Terhadap Fraud  

Pengadaan Barang 

Dan Jasa Dalam 

Mewujudkan Good 

Governance 

 

Riset & Jurnal 

Akuntansi 

Implementasi e-Procurement 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap fraud dalam 

pengadaan barang dan jasa. Ini 

berarti bahwa semakin efektif 

penerapan e-procurement, 

semakin rendah tingkat 

kecurangan yang terjadi  

2. Adiana, I. made 

budi, & Yasa, I. 

N. M. (2018) 

Pengaruh Electronic 

Procurement 

Terhadap  Good 

Governance  Pada  

E-procurement, komitmen 

pegawai, dan kualitas layanan 

pengadaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

good governance. Artinya, 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

Pemerintah  Provinsi  

Bali. 

E-Jurnal  Ekonomi  

Dan  Bisnis   

Universitas 

Udayana. 

peningkatan dalam ketiga 

variabel tersebut akan 

berkontribusi pada perbaikan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

3. 
Anugerah,  R. 

(2014) 

Peranan  Good  

Corporate  

Governance  dalam  

Pencegahan  Fraud 

Jurnal Akuntansi 

Fraud sering terjadi akibat 

lemahnya implementasi GCG. 

Oleh karena itu, pemahaman 

yang komprehensif mengenai 

konsep fraud, termasuk alasan 

seseorang melakukan tindakan 

kecurangan dan tanda-tanda 

peringatan (red flags), sangat 

penting bagi semua pemangku 

kepentingan, terutama 

manajemen perusahaan.  

4. 
Francesco,  I.  

M.,   &   

Hastuti,   H.   

(2022) 

 

Pengaruh  

Penerapan  E-

Procurement  Dan   

Sistem Pengendalian 

Internal  Pemerintah 

Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah  (Survei   

pada   Pejabat  

Pengadaan  di  Kota   

Cimahi) 

Indonesian  

Accounting 

Research Journal 

Penerapan E-Procurement 

berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud dalam 

pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

implementasi e-procurement 

meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, sehingga 

mengurangi peluang terjadinya 

kecurangan. 

5. 
Nusa, I. B. S. 

(2022)  

Pengaruh 

pengendalian 

internal &  e-

procurement 

terhadap fraud 

E-Procurement memiliki 

pengaruh signifikan dalam 

mencegah fraud. Implementasi e-

procurement meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses pengadaan barang 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

Jurnal Ilmiah 

Akuntansi Dan 

Keuangan 

dan jasa, sehingga mengurangi 

peluang terjadinya kecurangan. 

6. 
Nugroho, R. S., 

Wanto, A. H., 

& Trisnawati. 

(2011) 

Pengaruh 

implementasi sistem 

pengadaan secara 

elektronik (e-

procurement) 

terhadap fraud 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah (Studi 

pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Kabupaten Magetan) 

Jurnal 

Administrasi 

Publik (JAP) 

Implementasi e-Procurement 

meningkatkan pengawasan dan 

transparansi sehingga 

mengurangi peluang fraud  

7. Safitri, R. H., 

Kalsum, U., 

Usmayanti, V., 

& Arief, R. H. 

S. 

(2024) 

Pengaruh e-

Procurement 

terhadap pencegahan 

fraud di pemerintah 

daerah Sumatera 

Selatan 

Riset & Jurnal 

Akuntansi 

 

Penerapan e-procurement secara 

keseluruhan berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud 

dalam pengadaan barang dan 

jasa di pemerintah daerah 

Sumatera Selatan. Namun, 

efektivitasnya bervariasi 

tergantung pada tahapan 

implementasi. Tahapan persiapan 

dokumen dan evaluasi 

penawaran memiliki pengaruh 

signifikan, sementara tahapan 

pengumuman dan sanggah 

menunjukkan pengaruh yang 

tidak signifikan secara statistik 

namun tetap relevan dalam 

konteks transparansi dan 

akuntabilitas. 

8. Dewi, C. A. P., 

& Sari, R. P. 

(2022) 

Implementation of 

e-procurement 

system and internal 

control system for 

Penerapan Sistem E-

Procurement: Berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud dalam 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

fraud prevention of 

goods and services 

procurement in 

Jombang Regency 

 

Journal of 

Economic, Business 

and Accounting 

pengadaan barang dan jasa. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan 

adanya sistem e-procurement, 

transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses pengadaan 

meningkat, sehingga peluang 

terjadinya kecurangan dapat 

diminimalisir. 

9. Faisol, I. A., 

Tarjo, & 

Musyarofah, S. 

(2014) 

Pengaruh penerapan 

e-procurement 

terhadap pencegahan 

fraud di sektor 

publik 

Jurnal Akuntansi, 

Keuangan dan 

Fraud (JAFFA) 

 

Penerapan e-procurement 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pencegahan fraud di 

sektor publik, khususnya pada 

tahap perencanaan dan 

penyusunan dokumen lelang. 

Namun, tahapan lain seperti 

pembentukan panitia, 

prakualifikasi, evaluasi 

penawaran, pengumuman, dan 

sanggahan tidak menunjukkan 

pengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud. 

10. Yusni. (2021) Efek moderasi 

komitmen organisasi 

pada pengaruh 

implementasi e-

procurement 

terhadap pencegahan 

fraud pengadaan 

barang dan jasa 

pemerintah 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

EMOR (Ekonomi 

Manajemen 

Orientasi Riset) 

Implementasi e-procurement 

secara signifikan berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud 

dalam pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai. Hal 

ini menunjukkan bahwa 

penggunaan sistem e-

procurement dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas, 

sehingga mengurangi peluang 

terjadinya kecurangan dalam 

proses pengadaan. 

11. Wardhani, I. I., 

Pratami, A., & 

E-procurement 

sebagai upaya 

pencegahan fraud 

terhadap pengadaan 

Implementasi e-procurement 

berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud pada 

pengadaan barang dan jasa di 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

Pratama, I. 

(2021) 

barang dan jasa di 

Unit Layanan 

Pengadaan Provinsi 

Sumatera Utara 

Jurnal Akuntansi 

dan Bisnis: Jurnal 

Program Studi 

Akuntansi 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Provinsi Sumatera Utara. 

Sistem e-procurement 

meningkatkan transparansi, 

standarisasi proses, serta 

auditabilitas yang meminimalkan 

peluang terjadinya kecurangan. 

12. Suardi, I., 

Rossieta, H., 

Djakman, C., & 

Diyanty, V. 

(2024) 

Procurement 

governance in 

reducing corruption 

in the Indonesian 

public sector: A 

mixed method 

approach 

Cogent Business & 

Management 

Secara keseluruhan, penelitian 

ini memberikan bukti empiris 

bahwa penguatan tata kelola 

pengadaan tidak hanya 

meningkatkan efisiensi 

administrasi, tetapi juga secara 

langsung berkontribusi pada 

perwujudan pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan bebas dari 

korupsi.  

13. Prakasa, Satria 

Unggul 

Wicaksana, 

Achmad Hariri, 

Hilman Syahrial 

Haq, Adhy 

Riadhy Arafah, 

and Muallimin 

Mochammad 

Sahid. (2023) 

Public Procurement 

Nexus Social for 

Mitigate the 

Corruption: Lesson 

from Indonesia 

Lex Scientia Law 

Review 

Penelitian ini mengungkap 

bahwa faktor sosial dalam 

pengadaan publik memiliki 

peranan penting dalam 

mengurangi praktik korupsi di 

Indonesia.  

 Silalahi, S., 

Hanif, R. A., 

Supriono, S., 

Hariyani, E., & 

Wiguna, M. 

(2023) 

Determinants 

influencing fraud 

prevention in e-

procurement: 

Empirical evidence 

from Indonesia  

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa pencegahan fraud dalam 

sistem e-procurement di 

Indonesia sangat dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor determinan 

utama, yaitu: kompetensi sumber 

daya manusia (SDM), sistem 

pengendalian internal, teknologi 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

Innovative 

Marketing 

informasi, serta komitmen 

organisasi terhadap integritas. 

15. Zahra, F., 

Abdullah, M. I., 

Din, M., Karim, 

F., Amir, A. M., 

& Kasim, N. 

(2024) 

The influence of 

leadership idealism 

internalization and 

its impact on 

sustainable quality 

of e-procurement 

governance.  

International 

Journal of 

Sustainable 

Development and 

Planning 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa internalisasi idealisme 

kepemimpinan berperan penting 

dalam meningkatkan kualitas tata 

kelola e-procurement yang 

berkelanjutan di sektor publik.  

16. Maharani, R., & 

Hamzah, A. 

(2008) 

Pengaruh e-

procurement 

terhadap 

terwujudnya good 

governance 

 

Jurnal Investasi 

Penerapan e-procurement secara 

signifikan berpengaruh terhadap 

terwujudnya good governance. 

E-procurement berperan penting 

dalam menciptakan proses 

pengadaan barang dan jasa yang 

lebih transparan, efisien, dan 

akuntabel. 

17. Patar, B.L.B., 

Akram, 

Hidayati,S.A. & 

Husnan, L.H. 

(2024) 

Determinants of 

Goods/Services 

Procurement Fraud 

with Performance 

Accountability as 

Moderation in 

Central Lombok 

Regency 

Government  

European Journal 

of Theoretical and 

Applied Sciences 

Komitmen organisasi 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap fraud, mencerminkan 

penerapan nilai integritas dan 

etika yang tinggi di dalam 

institusi sehingga budaya kerja 

yang terbentuk akan menekan 

kecenderungan terhadap fraud 

pengadaan. 

18. Dwiyanti, D. 

A., Wicaksono, Internal control 

system, 

whistleblowing 

Komitmen organisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud.  
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

A. P. N., & 

Ulum, I. (2022) 

system, 

organizational 

commitment and 

fraud prevention: 

Individual morality 

as a moderating 

variable 

Jurnal Akuntansi 

19. Rifai, M. H., & 

Mardijuwono, 

A. W. (2020) 

Relationship 

between auditor 

integrity and 

organizational 

commitment to 

fraud prevention 

Asian Journal of 

Accounting 

Research 

Komitmen organisasi secara 

signifikan berkontribusi terhadap 

pencegahan fraud dalam 

organisasi. Komitmen organisasi 

yang tinggi terhadap nilai etika 

dan tanggung jawab sosial 

terbukti memperkuat efektivitas 

auditor dalam mendeteksi dan 

mencegah potensi kecurangan. 

20. Rahayu, N. N. 

S., Damayanti, 

R., & Agustia, 

D. (2024) 

Organizational 

commitment, 

religiosity, and 

auditors’ 

responsibility for 

fraud detection  

International 

Journal of 

Management and 

Sustainability 

Komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap tanggung jawab auditor 

dalam mendeteksi kecurangan.. 

21. Oktari, V., & 

Afifah, U. 

(2023) 

An analysis of 

village governance 

with organizational 

commitment as a 

moderating variable 

 

Jurnal Tata Kelola 

dan Akuntabilitas 

Keuangan Negara 

Komitmen organisasi tidak dapat 

memoderasi hubungan antara 

sistem pengendalian internal 

pemerintah dan tata kelola desa, 

tetapi juga antara kompetensi 

aparatur dan tata kelola desa. 
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No Penulis Judul Hasil penelitian 

22. Rojikin, Nor, 

R., Gani, A. J. 

A., Saleh, C., & 

Amin, F. (2022) 

Organizational 

commitment and 

professionalism to 

determine public 

satisfaction through 

good governance, 

public service 

quality, and public 

empowerment  

International 

Review on Public 

and Nonprofit 

Marketing 

Komitmen organisasi, 

entrepreneurship, dan 

profesionalisme aparatur 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas good 

governance dan public service 

quality di Provinsi Kalimantan 

Tengah 

23. 
Wahidahwati, 

Kurnia, 

Retnani, E. D., 

Putri, I. G. A. 

M. A. D., & 

Riharjo, I. B. 

(2024) 

The moderating 

effect of good 

governance on 

drivers of local 

government 

performance  

Journal of 

Logistics, 

Informatics and 

Service Science 

Komitmen organisasi tidak 

berpengaruh negatif terhadap 

kinerja organisasi pemerintah. 

Sumber: Berbagai Artikel Jurnal Penelitian, 2025 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi e-Procurement dan komitmen 

organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dalam 

mewujudkan Good Governance pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

Kementerian Perindustrian sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka pemikiran 

berikut: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2025. 

 

 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Good Governance 

Penerapan e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan 

penting dalam memperkuat prinsip-prinsip Good Governance. Sistem ini 

menghadirkan digitalisasi proses pengadaan yang mampu meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi birokrasi. Mélon & Spruk (2019) 

menegaskan bahwa penggunaan e-Procurement berdampak positif terhadap 

kualitas institusi publik melalui peningkatan keterbukaan dan pengurangan 

peluang penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini diperkuat oleh Yusni (2021) 

yang menunjukkan bahwa proses pengadaan berbasis digital mendorong 

akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik sehingga mudah 

ditelusuri dan diaudit. 

Di Indonesia, komitmen penguatan tata kelola melalui digitalisasi pengadaan 

tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian 

diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini 

mewajibkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh 

instansi pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi, keadilan kompetisi, 

dan efisiensi belanja negara. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian (Masudin et 

al., 2021; Kim et al., 2015; Chang et al., 2013) membuktikan bahwa e-
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Procurement mendukung efektivitas organisasi, mempercepat proses pengadaan, 

serta meningkatkan kualitas layanan publik. 

 

Lebih lanjut, e-Procurement berkontribusi pada pencapaian prinsip value for 

money dalam tata kelola sektor publik. Waci et al. (2024) menunjukkan bahwa 

digitalisasi pengadaan mampu membatasi discretionary power pejabat pengadaan, 

sehingga mendorong terciptanya praktik pengadaan yang lebih transparan dan 

akuntabel. Susantya et al. (2022) menambahkan bahwa sistem ini memberikan 

manfaat berupa keterbukaan harga, efisiensi biaya operasional, serta kecepatan 

dalam pelayanan. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1= Implementasi e-Procurement  berpengaruh positif terhadap Good 

Governance 

 

2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance 

Komitmen organisasi merupakan faktor internal yang berperan penting dalam 

memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Aparatur yang memiliki tingkat 

komitmen tinggi akan menunjukkan loyalitas, rasa tanggung jawab, serta 

kepatuhan terhadap aturan, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang 

transparan, akuntabel, dan berintegritas (Sanjani & Werastuti, 2021). Dalam 

perspektif Good Governance Theory, komitmen organisasi menjadi fondasi untuk 

memastikan setiap individu bertindak sesuai dengan nilai kejujuran, integritas, 

serta kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya tata kelola yang efektif (Suardi 

et al., 2024). 

 

Sejumlah penelitian mendukung keterikatan ini. Wahidahwati et al. (2024) 

menyatakan bahwa praktik Good Governance memperkuat hubungan antara 

faktor internal organisasi dengan kinerja pemerintahan. Jameel et al. (2024) 

menegaskan bahwa strategi berbasis komitmen organisasi mendorong 
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peningkatan kinerja auditor internal melalui tata kelola yang baik, sedangkan 

Rojikin et al. (2022) menemukan bahwa komitmen aparatur berkontribusi pada 

peningkatan kualitas layanan publik melalui mekanisme tata kelola. Penelitian di 

tingkat lokal, seperti yang dilakukan Oktari & Afifah (2023), juga menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi memperkuat akuntabilitas publik melalui praktik tata 

kelola desa. Demikian pula, penelitian internasional menurut Suzuki & Hur 

(2020) menekankan bahwa struktur birokrasi yang sehat meningkatkan komitmen 

organisasi, yang kemudian tercermin dalam praktik tata kelola yang lebih baik. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap Good Governance, karena organisasi yang memiliki komitmen 

tinggi akan lebih mampu menanamkan nilai integritas, meningkatkan 

akuntabilitas, dan menjaga konsisten penerapan prinsip tata kelola yang baik 

dalam setiap aktivitas birokrasi. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2= Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Good Governance 

 

2.4.3 Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud 

Fraud dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan besar di sektor 

publik karena adanya asimetri informasi, lemahnya pengawasan, serta potensi 

penyalahgunaan wewenang. Agency Theory oleh Jensen & Meckling (1976) 

menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal 

(masyarakat/pemilik modal) memberikan mandat kepada agent 

(pemerintah/eksekutif) untuk melaksanakan tugas atas nama principal. Dalam 

konteks pengadaan barang dan jasa, masyarakat/pemerintah bertindak sebagai 

principal, sedangkan pengelola pengadaan merupakan agent. Hubungan antara 

principal dan agent kerap menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) 

karena agent memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan principal. 

Kondisi ini membuka ruang perilaku oportunistik, termasuk fraud. Implementasi 
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e-Procurement hadir sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi, 

meningkatkan transparansi, dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan. 

 

Dalam perspektif Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953), fraud dipengaruhi oleh 

tiga faktor utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Implementasi e-

Procurement dianggap efektif dalam menekan faktor peluang karena sistem 

elektronik mengurangi interaksi tatap muka, menciptakan jejak audit digital, serta 

memperkuat mekanisme pengawasan. Selain itu, transparansi yang terbangun 

melalui e-Procurement juga mempersempit ruang rasionalisasi, sehingga potensi 

fraud dapat ditekan. 

 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi e-

Procurement berperan penting dalam mencegah terjadinya fraud dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selaras dengan perkembangan tersebut, 

penelitian internasional juga menggarisbawahi pentingnya e-Procurement dalam 

mencegah fraud. Wong et al. (2024) menekankan bahwa sistem digitalisasi 

pengadaan publik memungkinkan pemerintah meningkatkan integritas melalui 

keterbukaan data dan pengurangan human discretion. Hal serupa diungkap oleh 

Lyra et al. (2022), yang menyatakan bahwa pemanfaatan data-driven 

procurement mendorong pencegahan kolusi serta pengawasan berbasis bukti. 

Kochanova et al. (2020) menunjukkan bahwa e-Procurement meningkatkan risiko 

dan biaya transaksi bagi aktor korup, sehingga menurunkan insentif perusahaan 

untuk menyuap pejabat publik. Mélon & Spruk (2019) menunjukkan bahwa 

penerapan e-Procurement berdampak positif terhadap peningkatan kualitas 

institusional dengan cara mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan 

transparansi. 

 

Francesco & Hastuti (2022) menemukan bahwa implementasi e-Procurement 

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan sistem pengadaan secara elektronik meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas, sehingga memperkecil celah terjadinya kecurangan. Hasil serupa 

ditunjukkan oleh Nusa (2022) yang menegaskan bahwa e-Procurement mampu 

menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada 

berkurangnya praktik curang dalam pengadaan barang/jasa. Sejalan dengan itu, 

beberapa penelitian juga menemukan bahwa e-Procurement berpengaruh positif 

terhadap pencegahan fraud, yang semakin memperkuat argumen bahwa 

implementasi e-Procurement dapat meminimalkan kecurangan melalui 

standarisasi proses, audit yang terukur, dan peningkatan akuntabilitas publik, serta 

adanya faktor determinan lain seperti kompetensi SDM, kualitas sistem 

pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen 

organisasi (Dewi & Sari, 2022; Wardhani et al., 2021; Silalahi et al., 2023). 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3= Implementasi e-Procurement  berpengaruh positif terhadap pencegahan 

fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

 

2.4.4 Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud 

Good Governance merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola sektor 

publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Prinsip-

prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

efektivitas, dan supremasi hukum diyakini mampu memperkuat sistem 

pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga peluang terjadinya fraud dapat 

ditekan secara signifikan (Mardiasmo, 2018). dengan demikian, semakin baik 

penerapan Good Governance, maka semakin tinggi pula efektivitas pencegahan 

fraud dalam organisasi publik. 

 

Dalam perspektif Agency Theory, Good Governance dapat berfungsi sebagai 

mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara principal (masyarakat) 

dan agent (pelaku pengadaan). Mekanisme tata kelola yang baik mendorong 

terbangunnya sistem kontrol yang efektif sehingga membatasi perilaku 
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oportunistik dan potensi moral hazard agent (Jensen & Meckling, 1976). Dengan 

kata lain, Good Governance memberikan dorongan yang positif bagi aparatur 

untuk bertindak sesuai kepentingan publik. 

 

Sementara itu, berdasarkan Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953; Albrecht et 

al., 2019), penerapan Good Governance mampu mengurangi peluang yang 

merupakan salah satu faktor utama penyebab fraud. Transparansi informasi, 

sistem pengendalian yang ketat, dan akuntabilitas prosedural akan mempersempit 

ruang gerak individu yang berniat melakukan penyimpangan, sehingga semakin 

baik tata kelola, semakin kecil pula peluang terjadinya fraud. 

 

Sejumlah studi empiris (Dewata et al., 2022; Rohmatin et al., 2021) membuktikan 

bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam mengurangi 

kemungkinan terjadinya fraud. Suardi et al. (2024), menjelaskan bahwa tata 

kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan bahwa semakin 

kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah pula peluang 

terjadinya kecurangan. Penelitian Mélon & Spruk (2019) memperkuat temuan 

tersebut dengan menegaskan bahwa kualitas institusi berbasis Good Governance 

berkorelasi positif dengan penurunan tingkat fraud dalam pengadaan barang dan 

jasa. Korupsi dan praktik curang dalam pengadaan publik tidak hanya merugikan 

keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah, menghambat inovasi, serta menimbulkan dampak negatif pada aspek 

sosial, lingkungan, dan ekonomi (Kang et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance menjadi krusial dalam mencegah dan menekan 

fraud.  

 

Sejumlah studi empiris lainnya (Dewata et al., 2022; Rohmatin et al., 2021) 

membuktikan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam 

mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Suardi et al. (2024), menjelaskan 
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bahwa tata kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan 

bahwa semakin kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah 

pula peluang terjadinya kecurangan. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4= Good Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

 

2.4.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud 

Agency Theory oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa masalah 

utama yang terjadi antara principal dan agent adalah perbedaan tujuan dan 

informasi yang tidak seimbang, sehingga membuka peluang bagi agent untuk 

bertindak oportunis. Dalam konteks ini, komitmen organisasi berfungsi sebagai 

salah satu faktor psikologis yang mampu mengurangi perilaku yang menyimpang. 

Aparatur yang memiliki tingkat komitmen tinggi akan lebih fokus pada tujuan 

organisasi, menjaga amanah publik, dan meminimalkan tindakan yang berpotensi 

menimbulkan keuangan negara.  

 

Jika dikaitkan dengan Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953), komitmen 

organisasi dapat menekan dimensi rasionalisasi. Pegawai yang merasa memiliki 

keterikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap instansi akan lebih sulit 

membenarkan tindak kecurangan. Selain itu, komitmen juga dapat mengurangi 

tekanan yang dirasakan pegawai karena mereka lebih cenderung mencari 

penyelesaian masalah yang sah secara prosedural dibandingkan mengambil jalan 

pintas melalui fraud. Dengan demikian, keberadaan komitmen organisasi yang 

kuat dapat menjadi kontrol pertahanan dari dalam untuk mencegah terjadinya 

perilaku fraud.  
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Meyer & Allen (1997) membagi komitmen organisasi ke dalam tiga aspek utama, 

yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Dari 

ketiga dimensi tersebut, komitmen afektif dan normatif memiliki pengaruh yang 

lebih kuat dalam mencegah fraud, karena aparatur yang memiliki loyalitas 

emosional dan rasa kewajiban moral cenderung berpegang pada integritas dan 

etika kerja.  

 

Dengan kata lain, meskipun e-Procurement sebagai instrumen teknis mampu 

mengurangi peluang fraud, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya 

komitmen organisasi yang kuat dari para pelaksana/pelaku pengadaan. Hasil 

penelitian terdahulu menunjukkan adanya dukungan terhadap pentingnya 

komitmen organisasi dalam pencegahan fraud. Yusni (2021) mengungkapkan 

bahwa meskipun sistem pengadaan berbasis elektronik dapat menutup peluang 

kecurangan, keberhasilan pencegahannya tetap dipengaruhi oleh tingkat 

komitmen pegawai. Hal serupa ditegaskan oleh Mu’ah et al. (2023) yang 

menemukan bahwa pegawai dengan komitmen tinggi memiliki kecenderungan 

lebih rendah untuk melakukan penyimpangan karena kesetiaan dan kepatuhan 

mereka terhadap aturan organisasi.  

Selain itu, aspek moralitas individu juga berperan penting dalam mengurangi 

risiko kecurangan. Moralitas merupakan nilai atau karakter seseorang yang 

menentukan kecenderungan bertindak baik maupun buruk (Saputra et al., 2020). 

Individu dengan moralitas yang baik cenderung menghindari perilaku tidak etis, 

sehingga berkontribusi pada menurunnya peluang terjadinya kecurangan. Temuan 

ini didukung oleh penelitian Saputra et al. (2020) serta Anandya & Werastuti 

(2020) yang membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong pegawai untuk 

menjunjung nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga dapat 

mencegah terjadinya fraud dalam setiap tahapan pengadaan, baik pada tahap 

perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5= Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

 

2.4.6 Good Governance Sebagai Mediasi Antara Implementasi E-

Procurement dan Pencegahan Fraud  

Implementasi e-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah 

satu strategi utama pemerintah dalam meminimalisir potensi kecurangan melalui 

digitalisasi proses, keterbukaan informasi, dan pengurangan interaksi tatap muka 

antara penyedia dan aparatur. Menurut Miswar et al. (2022) penggunaan platform 

e-Procurement secara signifikan mendukung keterbukaan informasi publik dan 

mampu menekan peluang terjadinya kolusi maupun kesalahan administrasi. 

Sejalan dengan itu, penelitian Masudin et al. (2021) juga menunjukkan bahwa 

adopsi e-Procurement pada sektor industri di Indonesia meningkatkan kinerja 

organisasi sekaligus menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan terhindar dari 

praktik kecurangan. 

Dalam perspektif teori agensi, keberadaan Good Governance berperan sebagai 

mekanisme pengendalian yang menjembatani hubungan principal dan agent. E-

Procurement mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan akses data yang 

transparan, sehingga mendorong agen (pemerintah) untuk bertindak sesuai 

kepentingan prinsipal (masyarakat) (Suardi et al. 2024). Hal ini sejalan dengan 

Fraud Triangle Theory yang dikemukakan oleh Albrecht et al. (2019), dimana 

tata kelola yang baik dapat menekan faktor “opportunity” yang kerap menjadi 

pintu masuk terjadinya fraud. Dengan sistem kontrol yang lebih transparan, 

peluang untuk melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan semakin 

kecil. 

Penelitian empiris juga memperkuat peran mediasi Good Governance dalam 

hubungan antara e-Procurement dan pencegahan fraud. Maharani & Hamzah 
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(2008) menemukan bahwa e-Procurement berkontribusi pada penguatan prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik, yang kemudian berimplikasi pada 

berkurangnya praktik korupsi dan manipulasi dalam pengadaan. Hasil serupa 

ditunjukkan oleh Suardi et al. (2024) bahwa governance dalam sistem pengadaan 

publik mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia. Mélon & Spruk (2019) juga 

menegaskan bahwa adopsi e-Procurement berkorelasi positif terhadap 

peningkatan kualitas institusi melalui penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Mu’ah et al. (2023) menambahkan bahwa Good Governance yang 

diperkuat dengan digitalisasi pengadaan mampu menekan perilaku curang di 

sektor publik melalui peningkatan kontrol dan pengawasan. 

Lyra et al. (2022) mengingatkan bahwa implementasi e-Procurement tidak selalu 

menjamin hilangnya fraud apabila aspek tata kelola tidak diperkuat, sebab masih 

ada potensi penyalahgunaan kewenangan dan kolusi yang berlangsung di luar 

sistem. Dengan demikian, e-Procurement dapat dipandang lebih efektif dalam 

mencegah fraud apabila diiringi dengan praktik Good Governance yang kuat, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa e-Procurement berfungsi memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas, sementara Good Governance memastikan nilai-

nilai tersebut dijalankan secara konsisten dalam praktik birokrasi. Kombinasi 

keduanya menjadi instrumen strategis dalam pencegahan fraud. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H6= Good Governance memediasi antara pengaruh implementasi e-

Procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada 

UKPBJ Kementerian Perindustrian. 

 

2.4.7 Good Governance Sebagai Mediasi Antara Komitmen Organisasi dan 

Pencegahan Fraud 

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor internal yang dapat 

memperkuat integritas birokrasi. Wahidahwati et al. (2024) menegaskan bahwa 

prinsip Good Governance berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan 
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antara faktor internal organisasi dengan kinerja pemerintahan. Dengan kata lain, 

komitmen aparatur akan lebih efektif dalam mendorong perilaku anti korupsi 

apabila nilai-nilai Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan 

integritas terinternalisasi dengan baik. 

Jameel et al. (2024) juga membuktikan bahwa strategi berbasis komitmen 

organisasi dapat meningkatkan kinerja auditor internal melalui tata kelola yang 

baik. Begitu pula, Rojikin et al. (2022) menekankan bahwa komitmen aparatur 

mendorong kualitas pelayanan publik melalui jalur Good Governance. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Good Governance berfungsi sebagai mekanisme mediasi 

yang menjembatani pengaruh komitmen organisasi terhadap hasil organisasi, 

termasuk dalam pencegahan fraud. 

Penelitian di level pemerintahan desa pun menunjukkan kecenderungan serupa. 

Oktari & Afifah (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi berhubungan 

erat dengan praktik tata kelola desa, yang kemudian memperkuat akuntabilitas 

publik. Selain itu, Suzuki & Hur (2020) menunjukkan bahwa struktur birokrasi 

yang sehat mampu meningkatkan komitmen organisasi, yang selanjutnya 

tercermin dalam tata kelola yang lebih baik. 

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, penelitian Patar et al. (2024) 

mengingatkan bahwa fraud masih menjadi ancaman serius akibat lemahnya 

akuntabilitas kinerja, sehingga peran komitmen organisasi menjadi signifikan. 

Akan tetapi, pengaruh tersebut akan semakin kuat bila diimplementasikan melalui 

praktik Good Governance yang mampu memperbaiki sistem pengawasan, 

menutup celah penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan lingkungan kerja 

yang berintegritas. 

Selain itu, penelitian Rifai & Mardijuwono (2020) serta Dwiyanti et al. (2022) 

memperkuat pandangan bahwa integritas dan komitmen organisasi, jika 

disalurkan melalui sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik, akan 

meningkatkan efektivitas pencegahan fraud. Dengan demikian, Good Governance 
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bukan hanya faktor pendukung, melainkan jembatan yang menjadikan komitmen 

organisasi efektif dalam menekan fraud. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H7= Good Governance memediasi antara pengaruh komitmen organisasi 

terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ 

Kementerian Perindustrian.



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian pada dasarnya merupakan proses pencarian pengetahuan. Metodologi 

penelitian dipahami sebagai upaya ilmiah yang sistematis untuk memperoleh 

informasi yang relevan terkait suatu topik tertentu. Kegiatan penelitian menuntut 

adanya pengkajian yang mendalam serta penemuan fakta-fakta baru dalam suatu 

bidang ilmu. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis 

penelitian kuantitatif, di mana pengukurannya berlandaskan pada aspek kuantitas 

atau angka (Kothari, 2004). 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel independen yaitu implementasi 

e-Procurement dan komitmen organisasi dengan variabel dependen yaitu 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan 

variabel mediasi yaitu Good Governance yang menjembatani pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei melalui kuesioner 

secara daring, yakni melalui Google Forms yang diberikan kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sebagai Pejabat Pengadaan pada 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian 

Perindustrian. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan massa pengamatan, tempat dibentuknya sampel 

penelitian. Populasi juga mengacu pada kelompok tertentu, sedangkan sampel 

adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari jumlah anggota populasi yang 

dipilih (Kothari, 2004). 

Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) yang bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian 

Perindustrian dengan rincian sebagai berikut: 

1. Memiliki Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). 

2. Memiliki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) 

dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Tim 

Kerja pada Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

Kementerian Perindustrian Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penugasan 

Pengelola Pengadaan Barang Jasa Sebagai Pejabat Pengadaan di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

Saat ini jumlah Pejabat Pembuat Komitmen yang terdaftar aktif pada database 

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Perindustrian 

berjumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) orang dan jumlah SDM JF PPBJ 

sebagai Pejabat Pengadaan pada UKPBJ Kementerian Perindustrian berjumlah 58 

(lima puluh delapan orang) dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 Profil SDM PPK dan JF PPBJ 

No Nama Jabatan Jumlah PPK dan JF 

PPBJ Eksisting (orang) 

1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 244 

2 JF PPBJ Ahli Pertama 45 

3 JF PPBJ Ahli Muda 9 

4 JF PPBJ Ahli Madya 4 

Jumlah responden (orang) 302 

Sumber: UKPBJ Kementerian Perindustrian/Data Diolah Penulis, 2025  

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut dapat diketahui jumlah sampel/responden pada 

penelitian ini sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang yang terdiri dari Pejabat 

Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang tersebar di seluruh satuan kerja 

Kementerian Perindustrian di Indonesia.  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling. Menurut Sugiyono (2013), non probability sampling adalah 

teknik penarikan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis non 

probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling sesuai 

dengan kriteria sebagai sumber data. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan 

sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2013): 

 

Keterangan:  

n: ukuran sampel  

N: ukuran populasi  

e: kelonggaran  

Ketidaktelitian  atau derajat toleransi Jumlah populasi ini merupakan ukuran 

populasi (N) dalam rumus slovin. Derajat toleransi yang ditentukan sebesar 0,1% 
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didapat berdasarkan akurasi sebesar 90% dikurangi dengan 100%, sehingga 

memberikan hasil jumlah sampel penelitian minimal 99,7 atau sama dengan 100. 

Berikut adalah perhitungan sampel dengan rumus Slovin : 

     N = 
302

1+302 (0,12)
 = 99.7 

 

3.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan panjang atau pendeknya interval pada alat ukur, sehingga 

penggunaannya dapat menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam 

penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert 

berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu atau kelompok 

terhadap suatu fenomena sosial. Skala ini diterapkan dalam penelitian melalui 

kuesioner, menurut Kurniawan (2014), digunakan untuk mengukur respons subjek 

dengan skala lima poin yang memiliki interval waktu yang sama. Dengan 

demikian, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe interval. 

Adapun skor yang diberikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Kriteria Skala Likert 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat tidak setuju 1 Sangat tidak setuju 5 

Tidak setuju 2 Tidak setuju 4 

Netral 3 Netral 3 

Setuju 4 Setuju 2 

Sangat setuju 5 Sangat setuju 1 

Sumber: Sugiyono (2013) 

 

3.5 Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

Adapun dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen, dua variabel 

independen, dan satu variabel mediasi (intervening). 
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3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel respon atau hasil penelitian. Variabel dependen 

adalah faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen (Singh, 2006). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian 

Perindustrian yang direpresentasikan sebagai Y yang diukur menggunakan skala 

likert 5 poin (data primer). Peneliti menggunakan kuesioner yang mengadopsi 

definisi operasional, dimensi, dan indikator dalam penelitian yang diadopsi dari 

penelitian terdahulu. Sehingga kuesioner yang digunakan adalah modifikasi dari 

berbagai penelitian terdahulu yang meneliti tentang topik yang berhubungan 

dengan variabel terikat sebagaimana pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3. 3 Indikator Variabel Dependen 

Variabel Dimensi Indikator Kode 

Pernyataan 

Pencegahan 

Fraud Pengadaan 

Barang dan Jasa 

(Y) didefinisikan 

sebagai 

pembangunan 

sistem integritas 

nasional yang 

melibatkan 

seluruh elemen 

negara dan 

masyarakat untuk 

menciptakan tata 

kelola yang 

transparan, 

akuntabel, serta 

mampu 

meminimalisasi 

peluang 

penyalahgunaan 

kekuasaan (Pope, 

1. Prosedur yang 

transparan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluasi 

Penawaran 

 

 

 

 

 

 

3. Pendelegasian 

Wewenang 

 

1. Efektivitas 

pengendalian intern 

2. Penerapan praktik 

pengadaan yang sehat 

3. Keaslian dokumen 

pengadaan 

4. Kerahasiaan 

dokumen pengadaan 

 

 

1. Kepatuhan pejabat 

terhadap peraturan 

2. Objektivitas pejabat 

dalam evaluasi 

3. Tidak ada 

persekongkolan harga 

 

 

1. Tidak adanya konflik 

kepentingan 

2. Tidak terjadi moral 

PF1.1 

 

PF1.2 

 

PF1.3 

 

PF1.4 

 

 

 

PF2.1 

 

PF2.2 

 

PF2.3 

 

 

 

PF3.1 

 

PF3.2 
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2013).  

 

 

4. Pemeriksaan 

& Audit 

Independen 

 

 

Pope (2013) 

dalam Silalahi et 

al.  

(2023) 

hazard 

 

 

1. Tidak ada 

penyiasatan/manipula

si untuk keuntungan 

pribadi 

 

Karyono (2013) dalam 

Yusni (2021) 

 

 

 

 

PF4.1 

 

Sumber: Pope (2013) dalam Silalahi et al. (2023); Karyono (2013) dalam Yusni 

(2021) 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel stimulus atau variabel input. Variabel bebas 

adalah variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungannya dengan topik yang diamati (Singh, 2006). Variabel 

independen pada penelitian ini adalah implementasi e-Procurement dan komitmen 

organisasi yang diukur melalui dimensi dan indikator pada tabel 3.4 berikut: 
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Tabel 3. 4 Indikator Variabel Independen 

Variabel Dimensi Indikator Kode 

Pernyataan 

Implementasi e-

Procurement 

(X1) didefinisikan 

sebagai layanan 

pengelolaan 

teknologi informasi 

untuk memfasilitasi 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa secara 

elektronik yang 

mencakup 

penggunaan Sistem 

Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE) 

dan sistem 

pendukung lainnya. 

(Perpres Nomor 46, 

2025) 

1. Ruang Lingkup Sistem 

Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE): 

Perencanaan, 

Persiapan, Pemilihan 

Penyedia, Pelaksanaan 

Kontrak, Serah Terima 

Pekerjaan, Pengelolaan 

Penyedia, dan Katalog 

Elektronik. 

 

 

Perpres Nomor 46 

(2025) tentang 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  

1. Perceived Usefulness 

(Brandon-Jones & 

Kauppi, 2018) 

2. Perceived Ease of Use 

(Dutot, 2015) 

3. Perceived Trust 

(Ramkumar & 

Jenamani, 2015) 

4. Perceived Security 

(Johnson et al., 2018) 

5. Intention to Adopt e-

Procurement 

(Aboelmaged, 2010) 

 

(Musa et al., 2024) 

IE1.1 

 

 

IE1.2 

 

IE1.3 

 

 

IE1.4 

 

IE1.5 

 

Komitmen 

Organisasi 

(X2) didefinisikan 

sebagai keterikatan 

emosional dan 

psikologis individu 

terhadap organisasi 

melalui loyalitas, 

keterlibatan, dan 

kontribusi bagi 

pencapaian tujuan 

(Mowday et al. 

(1979) 

 

 

1. Affective 

Commitment 

(Komitmen Afektif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Keterikatan 

emosional pegawai 

dengan organisasi 

(Meyer&Allen, 

1997) 

2. Keterlibatan diri 

dalam organisasi 

(Meyer&Allen, 

1997) 

3. Organisasi berarti 

penting bagi individu 

(Meyer&Allen, 

1997) 

4. Merasa bagian dari 

organisasi 

Meyer&Allen, 1997) 

KO1.1 

 

 

 

 

KO1.2 

 

 

 

KO1.3 

 

 

 

KO1.4 
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2. Continuance 

Commitment 

(Komitmen 

Berkelanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kebanggaan 

terhadap organisasi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

6. Kesesuaian nilai 

pribadi dengan nilai 

organisasi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

7. Organisasi memberi 

inspirasi/motivasi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

 

 

1. Persepsi kurangnya 

alternatif pekerjaan 

lain (Meyer&Allen, 

1997) 

2. Tanggung jawab 

untuk bertahan 

(Meyer&Allen, 

1997) 

3. Loyalitas rasional 

terhadap organisasi 

(Meyer&Allen, 

1997) 

4. Bisa bekerja di 

organisasi lain 

dengan jenis 

pekerjaan sama 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

5. Semangat 

melanjutkan karir di 

organisasi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

6. Kesulitan 

meninggalkan 

organisasi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

 

 

KO1.5 

 

 

 

KO1.6 

 

 

 

 

KO1.7 

 

 

 

 

 

 

KO2.1 

 

 

 

KO2.2 

 

 

 

KO2.3 

 

 

 

KO2.4 

 

 

 

 

 

KO2.5 

 

 

 

 

KO2.6 
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3. Normative 

Commitment 

(Komitmen 

Normatif) 

 

(Meyer&Allen, 1997); 

(Nor et al., 2022); 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

 

1. Kesadaran bahwa 

berkomitmen adalah 

kewajiban 

(Meyer&Allen, 

1997) 

2. Kesediaan berusaha 

lebih demi organisasi 

(Meyer&Allen, 

1997) 

3. Masalah organisasi 

dianggap masalah 

pribadi  

(Wahidahwati et al., 

2024) 

4. Tetap menjadi 

anggota adalah 

kewajiban moral 

(Meyer&Allen, 

1997); (Wahidahwati 

et al., 2024) 

5. Tidak pantas 

meninggalkan 

pimpinan 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

6. Tidak pantas 

meninggalkan 

organisasi meski ada 

keuntungan pribadi 

(Wahidahwati et al., 

2024) 

 

 

KO3.1 

 

 

 

 

KO3.2 

 

 

 

 

KO3.3 

 

 

 

 

KO3.4 

 

 

 

 

 

 

KO3.5 

 

 

 

 

KO3.6 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perpres Nomor 46 (2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

(Musa et al., 2024); (Meyer & Allen, 1997); (Nor et al., 2022); (Wahidahwati et 

al., 2024) 
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3.5.3 Variabel Mediasi 

Variabel mediator atau mediasi adalah variabel penghubung (intervening) yang 

menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen (Baron, R.M., & Kenny D.A., 1986). Variabel 

mediasi pada penelitian ini adalah Good Governance yang diukur dengan dimensi 

dan indikator pada tabel 3.5 berikut: 

 

Tabel 3. 5 Indikator Variabel Mediasi (Intervening) 

Variabel Dimensi Indikator Kode 

Pernyataan 

Good Governance 

(M) didefinisikan 

sebagai proses 

pengelolaan 

sumber daya 

pembangunan 

secara solid dan 

bertanggung 

jawab, yang 

menjunjung tinggi 

prinsip demokrasi, 

efisiensi, keadilan, 

serta akuntabilitas 

(UNDP, 1997). 

1. Partisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Supremasi 

Hukum 

 

 

 

3. Keterbukaan 

(Openness)  

 

1. Keterlibatan 

masyarakat dan 

pelaku usaha dalam 

proses pengadaan 

2. Kebijakan pengadaan 

diarahkan untuk 

kepentingan publik 

3. Mekanisme e-

Procurement 

memberi ruang 

kontrol publik 

4. Partisipasi 

meningkatkan 

kualitas layanan 

publik 

 

 

1. Regulasi pengadaan 

jelas dan mengikat 

untuk mencegah 

penyimpangan 

 

 

 

1. Informasi pengadaan 

dapat diakses publik 

secara terbuka 

 

 

GG1.1 

 

 

 

GG1.2 

 

 

GG1.3 

 

 

 

GG1.4 

 

 

 

 

 

GG2.1 

 

 

 

 

 

 

GG3.1 
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4. Responsivitas 

 

 

 

 

 

 

5. Efektivitas & 

Efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Akuntabilitas 

 

 

UNDP (1997) 

dalam Nor et al., 

2022) 

1. Respons cepat 

terhadap laporan 

penyimpangan dalam 

pengadaan 

2. Respons terhadap 

aspirasi masyarakat 

dan pelaku usaha 

terkait layanan 

 

 

1. E-Procurement 

meningkatkan 

efisiensi & 

mengurangi potensi 

fraud 

2. Sistem pengadaan 

digital mempercepat 

proses & menekan 

biaya 

3. Pemanfaatan sumber 

daya minimal untuk 

hasil optimal 

4. Perencanaan realistis 

untuk menghindari 

mark-up dan 

pemborosan 

 

 

1. Pertanggungjawaban 

hasil pengadaan 

kepada publik 

 

 

(KNKG, 2010 dalam 

Wahidahwati et al., 2024) 

 

GG4.1 

 

 

 

GG4.2 

 

 

 

 

GG5.1 

 

 

 

 

GG5.2 

 

 

 

 

GG5.3 

 

 

 

GG5.4 

 

 

 

 

GG6.1 

 

Sumber: UNDP (1997) dalam Nor et al., 2022); (KNKG, 2010 dalam 

Wahidahwati et al., 2024) 

 

Berdasarkan tabel definisi operasional di atas, setiap variabel dijabarkan ke dalam 

sejumlah indikator yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan 

instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert 5 poin yaitu metode 

pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap, persepsi, atau pendapat 
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responden terhadap suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner 

disusun secara sistematis untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-

masing indikator, sehingga mampu menggambarkan variabel penelitian secara 

lebih terukur.  

 

1. Pencegahan Fraud (Y) 

 Indikator pencegahan fraud diukur berdasarkan pengukuran pada Karyono 

(2013) yang menggunakan beberapa indikator pada Karyono (2013) dalam 

penelitian Yusni (2021) dan beberapa indikator pengukuran pencegahan 

korupsi pada Pope (2013) dalam penelitian Silalahi et al. (2023).  

 

Tabel 3. 6 Daftar Pernyataan Indikator Pencegahan Fraud 

Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

PF1.1 Efektivitas pengendalian intern Sistem pengendalian intern 

pengadaan barang/jasa telah 

efektif dilaksanakan. 

PF1.2 Penerapan praktik pengadaan yang 

sehat 

Implementasi praktik yang sehat 

dalam sistem dan prosedur 

pengadaan barang dan jasa telah 

dilaksanakan. 

PF1.3 Keaslian dokumen pengadaan Pengunggahan dokumen asli dan 

tidak fiktif telah dilaksanakan 

oleh penyedia pada e-

Procurement. 

PF1.4 Kerahasiaan dokumen pengadaan Dokumen pengadaan yang 

bersifat rahasia telah dijaga 

dengan baik. 

PF2.1 Kepatuhan pejabat terhadap 

peraturan 

Pejabat/pelaksana pengadaan 

memahami peraturan yang ada 

PF2.2 Objektivitas pejabat dalam 

evaluasi 

Para pejabat objektif terhadap 

penyedia barang/jasa 

PF2.3 Tidak ada persekongkolan harga Tidak ada persengkongkolan 
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Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

pengguna dan penyedia untuk 

mengatur harga penawaran 

PF3.1 Tidak adanya konflik kepentingan Tidak ada hubungan istimewa 

antara penyedia dengan 

pejabat/panitia pengadaan 

PF3.2 Tidak terjadi moral hazard Tidak terjadi moral hazard (mark 

up harga, kolusi, 

dan penyalahgunaan kewenangan) 

pada pejabat, panitia, atau 

penyedia barang/jasa 

PF4.1 Pemeriksaan & Audit Independen Sikap “menyiasati” pengadaan 

untuk memperkaya diri/orang lain 

merupakan hal yang tidak biasa 

terjadi 

Sumber: Pope (2013) dalam Silalahi et al. (2023); Karyono (2013) dalam Yusni 

(2021) 

 

2. Implementasi e-Procurement (X1) 

Indikator implementasi e-Procurement diukur berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 46 Tahun 2005 dan Musa et al. (2024).  

 

Tabel 3. 7 Daftar Pernyataan Indikator Implementasi e-Procurement 

Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

IE1.1 

 

 

 

IE1.2 

 

 

 

IE1.3 

 

 

IE1.4 

Perceived Usefulness 

(Persepsi Kemanfaatan) 

1. Saya merasa teknologi e-

Procurement bermanfaat 

untuk pekerjaan saya. 

 

2. Teknologi e-Procurement 

membantu saya 

menyelesaikan kegiatan 

pemesanan tepat waktu. 

3. Menggunakan teknologi e-

Procurement meningkatkan 

produktivitas saya. 

4. Menggunakan teknologi e-
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Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

Procurement mempermudah 

saya dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

 

IE2.1 

 

IE2.2 

 

 

IE2.3 

 

 

IE2.4 

 

 

IE2.5 

Perceived Ease of Use 

(Persepsi Kemudahan Penggunaan) 

1. Teknologi e-Procurement 

mudah untuk saya pelajari. 

2. Menggunakan teknologi e-

Procurement jelas dan 

mudah dipahami. 

3. Saya merasa teknologi e-

Procurement terlalu teknis 

untuk digunakan setiap hari. 

(pernyataan negatif) 

4. Mudah bagi saya untuk 

menjadi terampil dalam 

menggunakan teknologi e-

Procurement. 

5. Secara keseluruhan, 

teknologi e-Procurement 

mudah untuk digunakan. 

IE3.1 

 

 

 

IE3.2 

 

 

IE3.3 

 

 

 

IE3.4 

 

 

 

IE3.5 

Perceived Trust 

(Persepsi Kepercayaan) 

1. Informasi pemerintah yang 

bersifat rahasia tetap aman 

saat menggunakan sistem e-

Procurement. 

2. Penyedia e-Procurement 

memastikan keamanan data 

di internet. 

3. Komunikasi antara 

pemerintah dan penyedia 

melalui e-procurement 

berjalan dengan baik. 

4. Mekanisme transmisi dan 

penyimpanan data terjamin 

dalam penggunaan e-

Procurement. 

5. Saya merasa aman 

menggunakan sistem e-

Procurement dalam tugas 

pengadaan. 
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Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

IE4.1 

 

 

IE4.2 

 

 

IE4.3 

 

 

IE4.4 

Perceived Security 

(Persepsi Keamanan) 

1. Teknologi e-Procurement 

mampu membangun 

hubungan yang baik dengan 

penyedia. 

2. Teknologi e-Procurement 

secara proaktif memberikan 

informasi yang berguna 

terkait penyedia. 

3. Spesifikasi produk melalui 

teknologi e-Procurement 

sesuai dengan harapan. 

4. Kualitas produk melalui 

teknologi e-Procurement 

memenuhi harapan. 

IE5.1 

 

 

IE5.2 

 

 

 

 

IE5.3 

Intention to Adopt e-Procurement 

(Niat untuk mengimplementasikan 

e-Procurement) 

1. Saya berniat menggunakan 

teknologi e-Procurement 

untuk kebutuhan pengadaan 

saya. 

2. Menggunakan teknologi e-

Procurement dalam 

menangani tugas pengadaan 

adalah sesuatu yang akan 

saya lakukan. 

3. Saya dapat melihat diri saya 

menggunakan teknologi e-

Procurement untuk 

menangani tugas pengadaan 

di masa depan. 

Sumber: Perpres Nomor 46 (2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

(Musa et al., 2024) 

 

3. Komitmen Organisasi (X2) 

Indikator komitmen organisasi diukur berdasarkan komitmen afektif, 

komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif (Meyer & Allen, 1997); 

(Nor et al., 2022); (Wahidahwati et al., 2024). 
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Tabel 3. 8 Daftar Pernyataan Indikator Komitmen Organisasi 

Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

KO1.1 Keterikatan emosional pegawai 

dengan organisasi  

Saya merasa terikat secara 

emosional dengan organisasi 

tempat saya bekerja. 

KO1.2 Keterlibatan diri dalam 

organisasi  

Saya merasa ikut memiliki 

organisasi di tempat saya bekerja. 

KO1.3 Organisasi berarti penting bagi 

individu  

Organisasi tempat saya bekerja 

sangat berarti bagi saya. 

KO1.4 Merasa bagian dari organisasi  Saya merasa menjadi bagian dari 

organisasi tempat saya bekerja. 

KO1.5 Kebanggaan terhadap organisasi  Saya merasa bangga ketika 

memberi tahu orang lain bahwa 

saya anggota organisasi ini. 

KO1.6 Kesesuaian nilai pribadi dengan 

nilai organisasi  

Saya merasa nilai-nilai yang saya 

anut sangat mirip dengan nilai-

nilai organisasi. 

KO1.7 Organisasi memberi 

inspirasi/motivasi  

Organisasi ini benar-benar 

menginspirasi saya untuk menjadi 

yang terbaik dalam bekerja. 

KO2.1 Persepsi kurangnya alternatif 

pekerjaan lain  

Saat ini saya tetap bekerja karena 

komitmen terhadap organisasi 

tempat saya bekerja. 

KO2.2 Tanggung jawab untuk bertahan  Saya merasa tidak berkomitmen 

jika meninggalkan organisasi 

saya. 

KO2.3 Loyalitas rasional terhadap 

organisasi  

Saya merasa tidak loyal terhadap 

organisasi jika saya keluar dari 

pekerjaan saya. 

KO2.4 Bisa bekerja di organisasi lain 

dengan jenis pekerjaan sama  

Saya dapat bekerja dengan baik di 

organisasi lain selama jenis 

pekerjaannya sama. 

KO2.5 Semangat melanjutkan karir di 

organisasi  

Saya sangat bersemangat untuk 

menghabiskan sisa karir saya di 
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Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

organisasi ini. 

KO2.6 Kesulitan meninggalkan 

organisasi  

Sulit bagi saya untuk 

meninggalkan organisasi ini. 

KO3.1 Kesadaran bahwa berkomitmen 

adalah kewajiban  

Saya merasa masalah organisasi 

di tempat saya bekerja juga 

seperti masalah saya. 

KO3.2 Kesediaan berusaha lebih demi 

organisasi  

Saya berusaha di atas batas 

normal untuk mensukseskan 

organisasi. 

KO3.3 Masalah organisasi dianggap 

masalah pribadi   

Saya benar-benar merasa bahwa 

masalah organisasi ini adalah 

masalah saya. 

KO3.4 Tetap menjadi anggota adalah 

kewajiban moral  

Tetap menjadi anggota organisasi 

adalah hal yang perlu, sesuai 

keinginan saya. 

KO3.5 Tidak pantas meninggalkan 

pimpinan  

Saya merasa tidak pantas 

meninggalkan pimpinan saya saat 

ini. 

KO3.6 Tidak pantas meninggalkan 

organisasi meski ada keuntungan 

pribadi  

Saya merasa tidak pantas 

meninggalkan organisasi saya saat 

ini, meskipun hal itu akan 

menguntungkan saya. 

 

Sumber: (Meyer&Allen, 1997); (Nor et al., 2022); (Wahidahwati et al., 2024) 

 

4. Good Governance (M) 

Indikator Good Governance diukur berdasarkan prinsip-prinsip Good 

Governance menurut United Nations Development Programme (1997) 

dalam penelitian Nor et al., 2022); (KNKG, 2010 dalam Wahidahwati et 

al., 2024). 
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Tabel 3. 9 Daftar Pernyataan Indikator Good Governance 

Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

GG1.1 Keterlibatan masyarakat dan 

pelaku usaha dalam proses 

pengadaan 

Keterlibatan publik dalam 

pengambilan keputusan dapat 

menciptakan tata kelola yang 

baik. 

GG1.2 Kebijakan pengadaan diarahkan 

untuk kepentingan publik 

 

Kebijakan yang dibuat pemerintah 

dengan orientasi kepentingan 

masyarakat dapat menciptakan 

tata kelola yang baik. 

GG1.3 Mekanisme e-Procurement 

memberi ruang kontrol publik 

Pemerintah yang terbuka akan 

menciptakan tata kelola yang 

baik. 

GG1.4 Partisipasi meningkatkan 

kualitas layanan publik 

Tata kelola yang baik akan 

memberi kesempatan masyarakat 

untuk meningkatkan dan menjaga 

kualitas hidupnya. 

GG2.1 Regulasi pengadaan jelas dan 

mengikat untuk mencegah 

penyimpangan 

Adanya kerangka hukum yang 

kuat merupakan ciri dari tata 

kelola yang baik. 

GG3.1 Informasi pengadaan dapat 

diakses publik secara terbuka 

Informasi yang tersedia 

merupakan bentuk keterbukaan 

pemerintah. 

GG4.1 Respons cepat terhadap laporan 

penyimpangan dalam pengadaan 

Administrator pemerintah yang 

responsif akan menciptakan tata 

kelola yang baik. 

GG4.2 Respons terhadap aspirasi 

masyarakat dan pelaku usaha 

terkait layanan 

Pemerintah selalu responsif 

terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

GG5.1 E-Procurement meningkatkan 

efisiensi & mengurangi potensi 

fraud 

Pengelolaan sumber daya yang 

ekonomis, efisien, dan efektif 

akan menciptakan tata kelola yang 

baik. 

GG5.2 Sistem pengadaan digital 

mempercepat proses & menekan 

Penerapan tata kelola yang baik 

akan meningkatkan efisiensi dan 
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Kode Indikator Penelitian Pernyataan 

biaya efektivitas. 

GG5.3 Pemanfaatan sumber daya 

minimal untuk hasil optimal 

Suatu kegiatan operasional 

dikatakan efisien jika hasil kerja 

dapat dicapai dengan sumber daya 

seminimal mungkin. 

GG5.4 Perencanaan realistis untuk 

menghindari mark-up dan 

pemborosan 

Pemerintahan yang baik tidak 

harus memiliki visi yang terlalu 

jauh ke depan. 

GG6.1 Pertanggungjawaban hasil 

pengadaan kepada publik 

 

Akuntabilitas pemerintah kepada 

masyarakat atas setiap kegiatan 

akan membangun tata kelola yang 

baik. 

Sumber: UNDP (1997) dalam Nor et al., 2022); (KNKG, 2010 dalam 

Wahidahwati et al., 2024) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Model (SEM). SEM adalah sekumpulan alat-alat atau teknik 

statistika yang memungkinkan tidak hanya mendapatkan model hubungan namun 

juga pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan 

(Mattjik & Sumertajaya, 2011). Penelitian ini menggunakan konstruk-konstruk 

yang tidak dapat diukur atau dapat diamati secara langsung oleh karena itu, teknik 

analisis data SEM dapat menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel 

yang ada dalam penelitian ini. 

 

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square 

(PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang 

berbasis komponen atau varian. PLS merupakan metode analisis yang powerfull, 

karena tidak didasarkan pada banyak asumsi misalnya, data harus terdistribusi 

normal dan sampel tidak harus besar (Wold, 1985 dalam Chin, 1998). Pengujian 
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pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan software smartPLS versi 4.0. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis statistik 

deskriptif untuk mengetahui mengenai gambaran data yang akan diuji. 

 

Pada pengujian PLS terdapat dua jenis model yaitu outer model (model 

pengukuran) dan inner model (model struktural). Inner model memberikan 

gambaran mengenai hubungan antar variabel laten dan Outer model memberikan 

gambaran hubungan antara variabel laten dengan indikatornya (Hair, 2011). 

Kemudian, langkah-langkah untuk pengujian dengan menggunakan SEM PLS 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Konstruksi Diagram Jalur 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh 

implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan Good Governance 

sebagai variabel intervening pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) Kementerian Perindustrian. Berikut disajikan model diagram 

jalurnya: 
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Gambar 3. 1 Model Diagram Jalur 

Sumber: smartPLS 4.0/Data Diolah Penulis, 2025 

 

Keterangan simbol-simbol di atas adalah sebagai berikut: 

 : adalah tanda yang menunjukkan variabel laten 

 : adalah tanda yang menunjukkan variabel terukur 

 : menunjukkan adanya hubungan yang dihipotesiskan antara dua  

    variabel 
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Kemudian keterangan huruf-huruf dalam gambar adalah sebagai berikut: 

PF1-15  : indikator variabel pencegahan fraud 

IE1-10   : indikator variabel implementasi e-Procurement 

KO1-10 : indikator variabel komitmen organisasi 

GG1-10 : indikator variabel Good Governance 

 γ   : gama (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap  

variabel endogen 

 

2. Konversi Diagram Jalur ke Persamaan 

Berdasarkan model diagram jalur yang digambarkan di atas maka 

persamaan inner model dinyatakan sebagai berikut: 

i. GG = β0 + β1IE + β2KO + e 

ii. PF = β0 + β1IE + β2KO + β3GG + e 

 

Keterangan 

PF             : Pencegahan Fraud 

β0                        : Konstanta 

β1, β2, β3    : Koefisien Regresi 

IE     : Implementasi e-Procurement 

KO     : Komitmen Organisasi 

GG     : Good Governance 

e              : Error 

 

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Evaluasi goodness of fit digunakan untuk mengukur kebenaran model yang 

diajukan. Sebelum dilakukan evaluasi tersebut, maka harus dilakukan 

evaluasi terhadap outer model terlebih dahulu. Evaluasi terhadap validitas 

dari outer model dapat dilihat dari nilai t muatan faktor (factor loading) 

pada variabel teramati terhadap laten dari model. Penentuan pengambilan 



81 
 

 

keputusan untuk menentukan validitas outer model berdasarkan Mattjik & 

Sumertajaya (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Nilai muatan faktornya lebih besar dari kritis (≥ 1,96) 

2. Muatan faktornya standarnya (standardized factor loading) (≥ 

0,50) (Igbaria et al., 1997) 

 

Penelitian ini menggunakan outer loading ≥ 0,50 untuk menentukan 

indikator yang digunakan sudah valid. Evaluasi terhadap reliabilitas dari 

model pengukuran dilakukan dengan model Composite Reliability 

Measure dan Cronbach alpha. Berdasarkan Nunnally & Bernstein (1994) 

dalam Hafiz & Shaari (2013) yang menyarankan rule of thumb dengan 

nilai lebih dari 0,7 namun pada tingkat dasar 0,6 masih dapat diterima oleh 

karena itu maka pengambilan keputusan untuk menentukan bahwa model 

pengukuran reliabel yaitu apabila Composite Reliability Measure dan 

Cronbach alpha ≥ 0,60. 

 

4. Pengujian Model Struktural 

Goodness of fit model struktural diukur dengan menggunakan R-square 

variabel dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Q-

square predictive relevance untuk model struktural digunakan untuk 

mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model dan juga 

parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki 

predictive relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0 menunjukkan 

model kurang memiliki predictive relevance. Besaran Q-square memiliki 

nilai dengan rentang 0<Q²<1, dimana semakin mendekati 1 berarti model 

semakin baik (Chin, 1998). 
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5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan t-

test dengan alpha 5%. Jika diperoleh p-value ≤ 0,05 atau t-value > 1,96, 

maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan diterima dan signifikan.  

 



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi e-Procurement dan komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap penerapan Good Governance. Penerapan sistem pengadaan berbasis 

elektronik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta 

pengawasan, sehingga memperkuat tata kelola pengadaan. Di sisi lain, tingginya 

komitmen organisasi, yakni komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen 

berkelanjutan mampu mendorong para pelaku pengadaan untuk bertindak 

profesional, berintegritas, dan patuh terhadap aturan, yang pada akhirnya 

memperkuat praktik Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

 

Selanjutnya, implementasi e-Procurement, Good Governance, dan komitmen 

orgaisasi terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. E-Procurement 

secara langsung mampu menekan peluang kecurangan melalui peningkatan 

transparansi dan jejak audit, sementara Good Governance mempersempit ruang 

terjadinya fraud melalui sistem pengendalian dan pertanggungjawaban yang baik. 

Selain itu, Good Governance terbukti memediasi pengaruh implementasi e-

Procurement dan komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud, yang 

menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan akan lebih efektif apabila didukung 

oleh tata kelola yang baik sebagai penghubung antara sistem, perilaku, dan 

integritas pelaku pengadaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain: 

1. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, sehingga sangat bergantung pada 

kejujuran, tingkat pemahaman, dan subjektivitas responden. Kondisi ini 
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berpotensi menimbulkan bias persepsi yang dapat memengaruhi penilaian 

terhadap variabel penelitian. 

2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada implementasi e-Procurement, 

Komitmen Organisasi, dan Good Governance sebagai determinan 

pencegahan fraud. Faktor lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan 

fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa, seperti budaya organisasi, sistem 

pengendalian internal, efektivitas pengawasan, whistleblowing system, serta 

peran auditor internal, belum diakomodasi dalam model penelitian.  

3. Populasi penelitian hanya terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), mengingat perbedaan 

karakteristik organisasi, tingkat kematangan implementasi e-Procurement, 

serta tata kelola pengadaan. Meski demikian, hasil penelitian ini tetap dapat 

digunakan sebagai acuan empiris bagi instansi lain dengan karakteristik yang 

relatif serupa.  

4. Sampel penelitian hanya mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 

Pejabat Pengadaan sebagai pelaku utama dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa pelaku 

pengadaan lain yang turut berperan dalam proses pengadaan, seperti PA, 

KPA, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan 

Penyedia, yang belum dilibatkan dalam penelitian ini.  

5. Tidak seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Perindustrian, bersedia untuk mengisi kuesioner 

penelitian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias non-respons (non-

respons bias) dan membatasi representativitas sampel terhadap keseluruhuan 
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populasi. Namun, pada beberapa satuan kerja tersebut telah diwakili oleh 

Pejabat Pengadaan yang telah sepenuhnya mengisi dan mengirimkan 

jawaban/respons kuesioner, sehingga jawaban atas responden bisa terwakili. 

6. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu 

menggali secara mendalam dinamika prilaku, praktik tata kelola, dan modus 

fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pendekatan kualitatif dan/atau mixed 

methods (kuantitatif dan kualitatif) seperti wawancara mendalam atau studi 

kasus sekaligus menguji secara ilmiah atas jawaban responden terkait 

kuesioner yang telah disebar berpotensi memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif,  

7. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada instrumen pengumpulan data, 

khususnya pada item pernyataan kuesioner yang digunakan lebih 

menekankan pada persepsi dan preferensi individu responden dalam menilai 

kondisi organisasi yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas. 

8. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada tahap evaluasi model pengukuran, 

khususnya terkait dengan penghapusan dua indikator, yaitu IE2.3 pada 

variabel implementasi e-Procurement dan KO2.4 pada variabel Komitmen 

Organisasi. Indikator IE2.3 merupakan pernyataan negatif (unfavorable item) 

yang dirancang untuk mengukur persepsi kompleksitas teknis sistem e-

Procurement, sedangkan indikator KO2.4 merepresentasikan dimensi 

komitmen berkelanjutan (continuance commitment) yang menekankan 

orientasi alternatif pekerjaan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan penggunaan 

kuesioner dengan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara atau 

observasi, guna meminimalkan bias persepsi serta meningkatkan validitas 

data melalui triangulasi sumber dan metode. 
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2. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan model penelitian 

dengan memasukkan variabel lain yang relevan dalam pencegahan fraud 

Pengadaan Barang/Jasa, seperti budaya organisasi, sistem pengendalian 

internal, efektivitas pengawasan, whistleblowing system, serta peran auditor 

internal, sehingga model yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. 

3. Untuk meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian, penelitian selanjutnya 

disarankan memperluas cakupan populasi pada 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) lainnya, dengan 

mempertimbangkan perbedaan karakteristik organisasi, tingkat kematangan 

implementasi e-Procurement, dan praktik tata kelola pengadaan. 

4. Penelitian berikutnya diharapkan dapat melibatkan pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa lainnya, seperti PA, KPA, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, 

Penyelenggara Swakelola, serta Penyedia, agar diperoleh perspektif yang 

lebih menyeluruh mengenai proses pengadaan dan potensi terjadinya fraud. 

5. Untuk mengurangi potensi bias non-respons, penelitian selanjutnya 

disarankan menerapkan strategi peningkatan tingkat respons, seperti 

pendampingan pengisian kuesioner, pengingat (follow-up), atau penggunaan 

metode sensus pada unit kerja tertentu. 

6. Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau 

mixed methods, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, guna menggali 

lebih dalam dinamika perilaku, praktik tata kelola, serta modus fraud dalam 

Pengadaan Barang/Jasa, sekaligus memperkuat temuan kuantitatif. 

7. Pengembangan instrumen penelitian pada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan item pernyataan yang lebih berimbang yakni setara pada 

setiap variabel penelitian dengan menggunakan level pernyataan organisasi, 

serta melalui uji coba (pilot test) yang lebih mendalam untuk meminimalkan 

bias subjektivitas responden. 

8. Terkait keterbatasan evaluasi model pengukuran, penelitian selanjutnya 

disarankan melakukan penyempurnaan indikator, khususnya pada item 

pernyataan negatif (unfavorable item) dan dimensi komitmen berkelanjutan, 
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agar tetap mampu merepresentasikan konstruk secara utuh tanpa mengurangi 

validitas dan reliabilitas model. 
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